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KEPUTUSAN MENTERIKEPUTUSAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASIDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA

NOMOR 194 TAHUN 2023NOMOR 194 TAHUN 2023

 TENTANG TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASIMENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang Menimbang : : a.a.   bahwa untuk melakukan percepatan pembangunanbahwa untuk melakukan percepatan pembangunan

sebagian wilayah perdesaan melalui pembangunansebagian wilayah perdesaan melalui pembangunan

kawasan perdesaan serta sebagai upaya mempercepatkawasan perdesaan serta sebagai upaya mempercepat
dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan,dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan,
dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasandan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan
Perdesaan melalui pendekatan pembangunanPerdesaan melalui pendekatan pembangunan
partisipatif, perlu menyusun penyelenggaraanpartisipatif, perlu menyusun penyelenggaraan
Pembangunan kawasan perdesaan;Pembangunan kawasan perdesaan;

b.b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanabahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusandimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
 Transmigrasi  Transmigrasi tentang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan PembangunanPembangunan

Kawasan Perdesaan;Kawasan Perdesaan;

Mengingat Mengingat : : 1.1.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikNomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);Indonesia Nomor 5495);
2.2.   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 TahunPeraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir denganNomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentangPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

 Tahun  Tahun 2014 2014 tentang tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
 Tambahan Lembaran  Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia NomorIndonesia Nomor
6321);6321);

3.3.   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 TahunPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun
2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

 Tertinggal, dan Transmigr Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republiasi (Lembaran Negara Republikk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
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4.4.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
 Tertinggal,  Tertinggal, dan dan Transmigrasi Transmigrasi Nomor Nomor 15 15 Tahun Tahun 20202020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiPembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
 Transmigrasi  Transmigrasi Nomor Nomor 5 5 Tahun Tahun 2022 2022 tentang tentang PerubahanPerubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerahatas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

 Tertinggal,  Tertinggal, dan dan Transmigrasi Transmigrasi Nomor Nomor 15 15 Tahun Tahun 20202020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiPembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

823);823);

MEMUTUSKAN:MEMUTUSKAN:

Menetapkan Menetapkan : : KEPUTUSAN KEPUTUSAN MENTERI MENTERI DESA, DESA, PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAERAHDAERAH
 TERTINGGAL,  TERTINGGAL, DAN DAN TRANSMIGRASI TRANSMIGRASI TENTANGTENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASANPENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN.PERDESAAN.

KESATU KESATU : : Menetapkan Menetapkan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pembangunan Pembangunan KawasanKawasan
Perdesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangPerdesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusanmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.Menteri ini.
KEDUA KEDUA : : Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pembangunan Pembangunan Kawasan Kawasan PerdesaanPerdesaan

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
a.a.   kelembagaan;kelembagaan;  
b.b.   pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan;pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan;
c.c.   perencanaan Pembangunan kawasan perdesaan;perencanaan Pembangunan kawasan perdesaan;
d.d.   pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan; danpelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan; dan
e.e.   pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunanpemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan

kawasan perdesaan.kawasan perdesaan.
KEDUA KEDUA : Keputusan : Keputusan Menteri Menteri ini ini mulai mulai berlaku berlaku pada pada tanggaltanggal

ditetapkan.ditetapkan.

Ditetapkan di JakartaDitetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2023Pada tanggal 3 Agustus 2023

MENTERI DESA,MENTERI DESA,
PEMBANGUNPEMBANGUNAN DAERAH AN DAERAH TERTINGGAL, DANTERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,REPUBLIK INDONESIA,

ttd.ttd.

ABDUL HALIM ISKANDARABDUL HALIM ISKANDAR
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LAMPIRANLAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DANPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI TRANSMIGRASI

NOMOR 194 TAHUN 2023NOMOR 194 TAHUN 2023
 TENTANG TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNANPENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAANKAWASAN PERDESAAN

PENYELENGGARAAN PEMBANPENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

BAB BAB I I PENDAHULUANPENDAHULUAN

BAB BAB II II KELEMBAGAANKELEMBAGAAN
BAB BAB III III PENGUSULAN PENGUSULAN DAN DAN PENETAPAN PENETAPAN KAWASAN KAWASAN PERDESAANPERDESAAN
BAB BAB IV IV PERENCANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN KAWASAN KAWASAN PERDESAANPERDESAAN

BAB BAB V V PELAKSANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN KAWASAN KAWASAN PERDESAANPERDESAAN
BAB BAB VI VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNANPELAPORAN PEMBANGUNAN

KAWASAN PERDESAANKAWASAN PERDESAAN
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BAB IBAB I
PENDAHULUANPENDAHULUAN

1.1.   Latar BelakangLatar Belakang
Di samping pendekatan desa membangun, Undang Undang Nomor 6 TahunDi samping pendekatan desa membangun, Undang Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah
untuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah perdesaanuntuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah perdesaan

melalui pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaanmelalui pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan
dilakukan mengingat perkembangan sebagian wilayah tidak secepatdilakukan mengingat perkembangan sebagian wilayah tidak secepat
perkembangan wilayah lainnya, atau suatu wilayah memiliki potensiperkembangan wilayah lainnya, atau suatu wilayah memiliki potensi

pertumbuhan yang cukup besar dan memerlukan dorongan ekstra daripertumbuhan yang cukup besar dan memerlukan dorongan ekstra dari
Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pasal 83 UU No 6 Tahun 2014 tentang DesaPemerintah/Pemerintah Daerah. Pasal 83 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

menyebutkan bahwa Kawasan Perdesaan merupakan perpaduanmenyebutkan bahwa Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan
pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang dilaksanakanpembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan

dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaanpembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan
melalui pendekatan pembangunan partisipatif.melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayahPembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah
fungsional dan/atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalamfungsional dan/atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam

pembangunan kawasan perdesaan antara lainpembangunan kawasan perdesaan antara lain rural-urban linkage rural-urban linkage ;;
pertumbuhan atau pemerataan ekonomi; lapangan pekerjaan; infrastruktur;pertumbuhan atau pemerataan ekonomi; lapangan pekerjaan; infrastruktur;

serta sinergisme antar sektor,serta sinergisme antar sektor, ““pasarpasar‟‟, dan masyarakat; dengan dukungan, dan masyarakat; dengan dukungan
dana dari APBN dan APBD yang dialokasikan pada masing- masing sektor.dana dari APBN dan APBD yang dialokasikan pada masing- masing sektor.
Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenanganBerbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan
pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergipembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi

dengan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa serta pihak lainnya kecualidengan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa serta pihak lainnya kecuali
 yang  yang berskala berskala lokal lokal Desa. Desa. Arahan Arahan Undang Undang Undang Undang Nomor Nomor 6 6 Tahun Tahun 20142014
tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasantentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan
Perdesaan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,Perdesaan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkatdan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat

daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakandaerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan
masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan olehmasyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah DaerahPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumberKabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber
daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintahdaya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah

Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yangDesa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang
berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atauberskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau

kerja sama antar-Desa.kerja sama antar-Desa.
Untuk mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan, Kementerian Desa,Untuk mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal, Tertinggal, dan Trdan Transmigrasi ansmigrasi mengatur mengatur lebih lanjutlebih lanjutmengenai penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan denganmengenai penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dengan
Keputusan Menteri.Keputusan Menteri.

2.2.    Tujuan Tujuan
 Tujuan  Tujuan Keputusan Keputusan Menteri Menteri ini ini adalah adalah memberikan memberikan pedoman pedoman operasionaloperasional

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan bagi Pemerintah,Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan bagi Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat Desa, serta pihak lain.Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat Desa, serta pihak lain.

3.3.   SasaranSasaran

Sasaran Keputusan Menteri ini adalah terciptanya kesamaan pemahamanSasaran Keputusan Menteri ini adalah terciptanya kesamaan pemahaman
Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan bagi aparaturPenyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan bagi aparatur

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat Desa,Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat Desa,
serta pihak lain.serta pihak lain.

4.4.   Prinsip Pembangunan Kawasan PerdesaanPrinsip Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pembangunan kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan prinsip:Pembangunan kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan prinsip:
a.a.   partisipatifpartisipatif

partisipatif adalah penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaanpartisipatif adalah penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan
 yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa. yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
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b.b.   holistik dan komprehensifholistik dan komprehensif
holistik dan komprehensif adalah Pembangunan Kawasan Perdesaanholistik dan komprehensif adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan
dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai apsek kehidupan yaitudilaksanakan dengan memperhatikan berbagai apsek kehidupan yaitu
fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan dilaksanakan oleh berbagaifisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan dilaksanakan oleh berbagai

komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
c.c.   berkelanjutanberkelanjutan

berkelanjutan adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakanberkelanjutan adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan
secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agarsecara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar
hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secarahasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara

berkesinambungan.berkesinambungan.
d.d.   keterpaduanketerpaduan

keterpaduan adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsurketerpaduan adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur
 yang  yang berhubungan berhubungan secara secara langsung langsung maupun maupun tidak tidak langsung langsung dalamdalam

pengelolaan kawasan perdesaan. Keterpaduan antar sektor danpengelolaan kawasan perdesaan. Keterpaduan antar sektor dan
keterpaduan antar level pemerintahan.keterpaduan antar level pemerintahan.

e.e.   keadilankeadilan

keadilan adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikankeadilan adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan
kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangungan dalam upayakesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangungan dalam upaya

meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
f.f.   keseimbangankeseimbangan

keseimbangan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakankeseimbangan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan
dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi,dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi,
sosial, dan lingkungan; antara kepentingan jangka pendek dan jangkasosial, dan lingkungan; antara kepentingan jangka pendek dan jangka

panjang; dan antara kebijakan pusat, daerah, dan kepentinganpanjang; dan antara kebijakan pusat, daerah, dan kepentingan

desa/masyarakat.desa/masyarakat.
g.g.   transparansitransparansi

transparansi adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamintransparansi adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin
akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasiakses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi
tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yaknitentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya,informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya,
serta hasil-hasil yang dicapai.serta hasil-hasil yang dicapai.

h.h.   akuntabilitasakuntabilitas
akuntabilitas adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiapakuntabilitas adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap
pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuaipengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai

dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternaldengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal..  
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BAB IIBAB II
KELEMBAGAANKELEMBAGAAN

1.1.   PengantarPengantar
Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah urusan dan kewenanganPembangunan Kawasan Perdesaan adalah urusan dan kewenangan

pemerintah daerah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan bersama denganpemerintah daerah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan bersama dengan
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah desa danpemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah desa dan

masyarakat desa serta pihak lain. Untuk menjamin terlaksanaanyamasyarakat desa serta pihak lain. Untuk menjamin terlaksanaanya
pembangunan Kawasan Perdesaan yang efektif, dibutuhkan kelembagaanpembangunan Kawasan Perdesaan yang efektif, dibutuhkan kelembagaan
 yang  yang melakukan melakukan koordinasi koordinasi dalam dalam mengawal mengawal keseluruhan keseluruhan prosesproses

penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan, mulai dari pengusulanpenyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan, mulai dari pengusulan
dan penetapan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring, evaluasi dandan penetapan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring, evaluasi dan

pelaporan. Bab ini menjelaskan jenis tim, serta tugas pelaporan. Bab ini menjelaskan jenis tim, serta tugas dan fungsi.dan fungsi.
2.2.    Jenis dan Pembentukan Tim Jenis dan Pembentukan Tim

Kelembagaan pembangunan Kawasan Perdesaan diwujudkan dalam bentukKelembagaan pembangunan Kawasan Perdesaan diwujudkan dalam bentuk
 Tim  Tim Koordinasi Koordinasi Pembangunan Pembangunan Kawasan Kawasan Perdesaan Perdesaan (TKPKP). (TKPKP). Jenis Jenis TKPKPTKPKP
terdiri atas TKPKP Kabupaten/Kota, TKPKP Provinsi, TKPKP Pusat, dan Badanterdiri atas TKPKP Kabupaten/Kota, TKPKP Provinsi, TKPKP Pusat, dan Badan

Kerjasama Antar Desa (BKAD). Dalam hal telah ada tim sebelumnya yangKerjasama Antar Desa (BKAD). Dalam hal telah ada tim sebelumnya yang
melaksanakan tugas dan fungsi sejenis dengan TKPKP, masih dapatmelaksanakan tugas dan fungsi sejenis dengan TKPKP, masih dapat

diteruskan melalui penyesuaian dengan Keputusan Menteri ini.diteruskan melalui penyesuaian dengan Keputusan Menteri ini.
Pembentukan TKPKP Kabupaten/Kota, TKPKP Provinsi, dan TKPKP PusatPembentukan TKPKP Kabupaten/Kota, TKPKP Provinsi, dan TKPKP Pusat

tidak bergantung satu dengan yang lainnya. TKPKP Kabupaten/Kota bisatidak bergantung satu dengan yang lainnya. TKPKP Kabupaten/Kota bisa
dibentuk terlebih dahulu sebelum TKPKP Provinsi maupun TKPKP Pusatdibentuk terlebih dahulu sebelum TKPKP Provinsi maupun TKPKP Pusat
dibentuk, begitu juga sebaliknya.dibentuk, begitu juga sebaliknya.

a.a.    TKPKP Pusat TKPKP Pusat

 TKPKP  TKPKP Pusat Pusat perlu perlu dibentuk dibentuk apabila apabila terdapat terdapat Kawasan Kawasan PerdesaanPerdesaan
Prioritas Nasional (KPPN) dan/atau Kementerian/Lembaga menetapkanPrioritas Nasional (KPPN) dan/atau Kementerian/Lembaga menetapkan
Kawasan perdesaan. TKPKP Pusat terdiri dari unsur Pemerintah Pusat,Kawasan perdesaan. TKPKP Pusat terdiri dari unsur Pemerintah Pusat,
diketuai oleh Pejabat Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerahdiketuai oleh Pejabat Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
 Tertinggal,  Tertinggal, dan dan Transmigrasi Transmigrasi yang yang membidangi membidangi pembangunan pembangunan desa desa dandan
perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunanperdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan anggotanya meliputi Unsurdaerah tertinggal, dan transmigrasi dengan anggotanya meliputi Unsur
Kementerian/Pimpinan Lembaga yang terkait tema pengembanganKementerian/Pimpinan Lembaga yang terkait tema pengembangan
Kawasan Perdesaan di Indonesia. TKPKP Pusat dibentuk dan ditetapkanKawasan Perdesaan di Indonesia. TKPKP Pusat dibentuk dan ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.dengan Keputusan Menteri.

b.b.    TKPKP Provinsi TKPKP Provinsi
 TKPKP  TKPKP Provinsi Provinsi perlu perlu dibentuk dibentuk apabila apabila terdapat terdapat Kawasan Kawasan PerdesaanPerdesaan
Prioritas Nasional dan/atau Provinsi dan/atau Pemerintah ProvinsiPrioritas Nasional dan/atau Provinsi dan/atau Pemerintah Provinsi

menetapkan Kawasan perdesaan. TKPKP Provinsi terdiri dari unsurmenetapkan Kawasan perdesaan. TKPKP Provinsi terdiri dari unsur

Pemerintah Daerah Provinsi, diketuai oleh Kepala Dinas PemberdayaanPemerintah Daerah Provinsi, diketuai oleh Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa dengan anggotanya meliputi Kepala Bappeda dan OPDMasyarakat Desa dengan anggotanya meliputi Kepala Bappeda dan OPD
terkait dengan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan. Keanggotaanterkait dengan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan. Keanggotaan

 TKPKP Pr TKPKP Provinsi dovinsi disusun berdasarkan isusun berdasarkan kawasan yang kawasan yang telah ditetapktelah ditetapkan olehan oleh
Bupati/Walikota dalam lingkup provinsi yang bersangkutan.Bupati/Walikota dalam lingkup provinsi yang bersangkutan.
Pembentukan TKPKP Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.Pembentukan TKPKP Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

c.c.    TKPKP Kabupaten/Kota TKPKP Kabupaten/Kota
 TKPKP  TKPKP Kabupaten/kota Kabupaten/kota dibentuk dibentuk oleh oleh Bupati/Walikota Bupati/Walikota sebelum sebelum tahaptahap

pengusulan pembangunan kawasan perdesaan. TKPKP Kabupaten/Kotapengusulan pembangunan kawasan perdesaan. TKPKP Kabupaten/Kota
terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/ditetapkan denganterdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/ditetapkan dengan

Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang TKPKP Kabupaten/Kota.Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang TKPKP Kabupaten/Kota.
Pembentukan TKPKP kabupaten/kota ini Kota, dengan susunan sebagaiPembentukan TKPKP kabupaten/kota ini Kota, dengan susunan sebagai
berikut :berikut :

1)1)   Ketua Ketua : : Sekretaris Sekretaris DaerahDaerah
2)2)   Anggota :Anggota :

a)a)   Bappeda (koordinator penetapan dan perencanaan)Bappeda (koordinator penetapan dan perencanaan)
b)b)   Dinas PMD (koordinator pengusulan, pelaksanaan danDinas PMD (koordinator pengusulan, pelaksanaan dan

monitoring)monitoring)
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c)c)   Dinas lain terkait yang mempunya tugas dan fungsiDinas lain terkait yang mempunya tugas dan fungsi
pembangunan infrastruktur, sarana dan prasaranapembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana
pengembangan potensi sumberdaya alam, peningkatan pengembangan potensi sumberdaya alam, peningkatan lembagalembaga
ekonomi dan sumber daya manusiaekonomi dan sumber daya manusia

Keanggotaan TKPKP kabupaten/kota bersifat tetap, yaituKeanggotaan TKPKP kabupaten/kota bersifat tetap, yaitu
keanggotaannya tidak berubah meskipun Kawasan Perdesaan yangkeanggotaannya tidak berubah meskipun Kawasan Perdesaan yang

ditetapkan mengalami perubahan tema maupun delineasi seiringditetapkan mengalami perubahan tema maupun delineasi seiring
perkembangannya atau ada penambahan Kawasan Perdesaan.perkembangannya atau ada penambahan Kawasan Perdesaan.

d.d.   Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Badan Kerjasama Antar Desa dibentuk dengan Keputusan BersamaBadan Kerjasama Antar Desa dibentuk dengan Keputusan Bersama
Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa dalam deliniasiKepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa dalam deliniasi

kawasan perdesaan dengan anggota yang ditunjuk mewakili Pemerintahkawasan perdesaan dengan anggota yang ditunjuk mewakili Pemerintah
Desa dan Masyarakat Desa.Desa dan Masyarakat Desa.

Keanggotaan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP)Keanggotaan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP)
sebagaimana pada Gambar 1 dibawah ini:sebagaimana pada Gambar 1 dibawah ini:

Gambar 1Gambar 1

3.3.    Tugas dan Fungsi TKPKP Tugas dan Fungsi TKPKP
 TKPKP  TKPKP merupakan merupakan tim tim yang yang memiliki memiliki fungsi fungsi koordinasi koordinasi dalamdalam

penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, mulai tahapanpenyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, mulai tahapan
pengusulan, penetapan dan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan danpengusulan, penetapan dan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan
evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan. Berikut ini merupakan tugas danevaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan. Berikut ini merupakan tugas dan
fungsi TKPKP, mulai dari TKPKP pusat, Provinsi, hingga kabupaten/kota, danfungsi TKPKP, mulai dari TKPKP pusat, Provinsi, hingga kabupaten/kota, dan
kawasan.kawasan.
a.a.    TKPKP Pusat TKPKP Pusat

 TKPKP Pusat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: TKPKP Pusat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.a.   melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaanmelakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepadasesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b.b.   melakukan pembinaan kepada TKPKP Provinsi dan Kabupaten/Kotamelakukan pembinaan kepada TKPKP Provinsi dan Kabupaten/Kota
dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan;dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan;

c.c.   mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan urusan danmengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan urusan dan
kewenangan Pemerintah;kewenangan Pemerintah;

d.d.   memfasilitasi dan mendorong sinergisme dalam seluruh tahapanmemfasilitasi dan mendorong sinergisme dalam seluruh tahapan
penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan baik di levelpenyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan baik di level
kabupaten/kota, provinsi maupun lintas Kementerian/Lembaga;kabupaten/kota, provinsi maupun lintas Kementerian/Lembaga;
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e.e.   melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pembangunanmelakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan
Kawasan Perdesaan secara nasional berdasarkan laporan TKPKPKawasan Perdesaan secara nasional berdasarkan laporan TKPKP
Kabupaten/Kota. Pelaporan TKPKP Kabupaten/Kota disampaikanKabupaten/Kota. Pelaporan TKPKP Kabupaten/Kota disampaikan
kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dankepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

 Transmigrasi dan TKPKP Provinsi. Transmigrasi dan TKPKP Provinsi.

b.b.    TKPKP Provinsi TKPKP Provinsi
 TKPKP Provinsi memiliki tugas d TKPKP Provinsi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:an fungsi sebagai berikut:
a.a.   Melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaanMelakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepadasesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota;Pemerintah Kabupaten/Kota;

b.b.   melakukan pembinaan kepada TKPKP Kabupaten/Kota dalammelakukan pembinaan kepada TKPKP Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan;penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan;

c.c.   mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan urusan danmengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan urusan dan
kewenangan Pemerintah daerah Provinsi;kewenangan Pemerintah daerah Provinsi;

d.d.   memfasilitasi dan mendorong sinergisme dalam seluruh tahapanmemfasilitasi dan mendorong sinergisme dalam seluruh tahapan

penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan baik di levelpenyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan baik di level
provinsi maupun kabupaten/kota;provinsi maupun kabupaten/kota;

e.e.   melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pembangunanmelakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di wilayah provinsi berdasarkan laporan TKPKPKawasan Perdesaan di wilayah provinsi berdasarkan laporan TKPKP

Kabupaten/Kota.Kabupaten/Kota.

c.c.    TKPKP Kabupaten/Kota TKPKP Kabupaten/Kota

 TKPKP  TKPKP Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota sangat sangat berperan berperan pada pada seluruh seluruh tahapantahapan
penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dengan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dengan rincian tugasrincian tugas
dan fungsi sebagai berikut:dan fungsi sebagai berikut:
a.a.   melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaanmelakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepadasesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada
Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa dan Masyarakat Desa;Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa dan Masyarakat Desa;

b.b.   melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desamelakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa
dan Badan Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraandan Badan Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan
pembangunan Kawasan Perdesaan;pembangunan Kawasan Perdesaan;

c.c.   mengusulkan delineasi pembentukan Kawasan perdesaan kepadamengusulkan delineasi pembentukan Kawasan perdesaan kepada
Bupati/Walikota;Bupati/Walikota;

d.d.   menyusun dan mengusulkan Rencana Pembangunan Kawasanmenyusun dan mengusulkan Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan kepada Bupati/Walikota;Perdesaan kepada Bupati/Walikota;

e.e.   mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan urusan danmengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan urusan dan

kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota;kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota;

f.f.
  

memfasilitasi dan mendorong sinergisme antar Organisasi Perangkatmemfasilitasi dan mendorong sinergisme antar Organisasi PerangkatDaerah, Pemerintah Desa dan pihak lain yang terkait dalam seluruhDaerah, Pemerintah Desa dan pihak lain yang terkait dalam seluruh
tahapan penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan ditahapan penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan di

kabupaten/kota;kabupaten/kota;
g.g.   melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pembangunanmelakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan

Kawasan Perdesaan di wilayah provinsi berdasarkan laporan TKPKPKawasan Perdesaan di wilayah provinsi berdasarkan laporan TKPKP

Kabupaten/Kota;Kabupaten/Kota;
h.h.   menjaga berkelanjutan pembangunan kawasan perdesaan.menjaga berkelanjutan pembangunan kawasan perdesaan.

d.d.   Badan Kerjasama Antar DesaBadan Kerjasama Antar Desa

Badan Kerjasama Antar Desa sangat berperan pada awal prosesBadan Kerjasama Antar Desa sangat berperan pada awal proses
pengusulan, penetapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, denganpengusulan, penetapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dengan
rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.a.   membantu Pemerintah Desa dalam menyusun data inventarisasi danmembantu Pemerintah Desa dalam menyusun data inventarisasi dan
identifikasi kualitatif dan kuantitatif tentang mengenai wilayah,identifikasi kualitatif dan kuantitatif tentang mengenai wilayah,

potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasaranapotensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana
Desa;Desa;
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b.b.   melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota denganmelakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Pemerintah Desa, masyarakat Desa dan lembaga ekonomi yang adaPemerintah Desa, masyarakat Desa dan lembaga ekonomi yang ada
di Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan;di Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan;

c.c.   melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraanmelakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan

Pembangunan Kawasan Perdesaan di kawasan perdesaan sebagaiPembangunan Kawasan Perdesaan di kawasan perdesaan sebagai
bahan pelaporan TKPKP Kabupaten/Kota;bahan pelaporan TKPKP Kabupaten/Kota;

d.d.   melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan berkelanjutan.melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan berkelanjutan.

 Tugas dan fungsi TKPKP sebagaimana pada Gambar 2 di bawah: Tugas dan fungsi TKPKP sebagaimana pada Gambar 2 di bawah:

Gambar 2. Tugas dan fungsi TKPKPGambar 2. Tugas dan fungsi TKPKP
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BAB IIIBAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN KAWASAN PERDESAANPENGUSULAN DAN PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014Berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

 Tentang  Tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 6 6 Tahun Tahun 2014 2014 TentangTentang

Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanDesa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa PembangunanUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa Pembangunan

kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan olehkawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh

bupati/walikota. Penetapan lokasi Pembangunan kawasan perdesaanbupati/walikota. Penetapan lokasi Pembangunan kawasan perdesaan

dilaksanakan dengan mekanisme inventarisasi dan identifikasi, usulan, penilaiandilaksanakan dengan mekanisme inventarisasi dan identifikasi, usulan, penilaian

usulan, penetapan kawasan.usulan, penetapan kawasan.

 Tahapan Pengusulan dan Penetapan Tahapan Pengusulan dan Penetapan

Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan urutan:Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan urutan:

a.a.   Sosialisasi pembangunan kawasan perdesaan;Sosialisasi pembangunan kawasan perdesaan;

b.b.   Pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:Pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

1) 1) Inisiasi Inisiasi pengusulan pengusulan pembangunan pembangunan Kawasan Kawasan Perdesaan;Perdesaan;

2) 2) Inventarisasi Inventarisasi dan idan identifikasi dentifikasi mengenai mengenai wilayah, wilayah, potensi ekonomi,potensi ekonomi,

mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa.mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa.

c.c.   Penilaian Usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan; danPenilaian Usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan

d.d.   Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan.Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Gambar 3.1 Diagram Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan PerdesaanGambar 3.1 Diagram Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan

PENGUSUL PENGUSUL 
ANAN

SOSIALISSOSIALIS
ASIASI

PENILAIAPENILAIA
NN

PENETAPPENETAP
ANAN

SosialisasiSosialisasi
PembangunanPembangunan
KawasanKawasan

PerdesaanPerdesaan
dilakukan olehdilakukan oleh
Bupati/WalikotaBupati/Walikota
atau perangkatatau perangkat
daerah yangdaerah yang

membidangimembidangi
urusanurusan
ememberberdada aaaann

Penilaian usulanPenilaian usulan
KawasanKawasan
perdesaanperdesaan
dilakukan olehdilakukan oleh

 TKPKP TKPKP
Kabupaten/KotaKabupaten/Kota

PengusulanPengusulan
KawasanKawasan
PerdesaanPerdesaan
meliputi:meliputi:

1.1.   InisiasiInisiasi
pembangunanpembangunan
KawasanKawasan
PerdesaanPerdesaan
((bottom-upbottom-up
atauatau top-down top-down ))

2.2.   InventarisasiInventarisasi
dan Identifikasidan Identifikasi

PenetapanPenetapan
kawasankawasan
perdesaanperdesaan
ditetapkanditetapkan
dengandengan
KeputusanKeputusan
Bupati/WalikotaBupati/Walikota  
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1)1)   Sosialisasi Pembangunan Kawasan PerdesaanSosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam rangka mendorongSosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam rangka mendorong

Pemerintah Desa melaksanakan pembangunan antar desa dalam upayaPemerintah Desa melaksanakan pembangunan antar desa dalam upaya

mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaanmempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikanmasyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan

berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasanberbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan

 yang  yang ditetapkan ditetapkan oleh oleh Bupati/Walikota. Bupati/Walikota. Sosialisasi Sosialisasi Pembangunan Pembangunan KawasanKawasan

Perdesaan dilakukan oleh bupati/walikota atau perangkat daerah yangPerdesaan dilakukan oleh bupati/walikota atau perangkat daerah yang

membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada Pemerintahmembidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada Pemerintah

Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.

Beberapa dalam satu kawasan harus memiliki keterkaitan komoditasBeberapa dalam satu kawasan harus memiliki keterkaitan komoditas

unggulan dan juga permasalahan, sehingga layak untuk unggulan dan juga permasalahan, sehingga layak untuk dikembangkan dalamdikembangkan dalam

satu kesatuan kawasan perdesaan. Delineasi Kawasan Perdesaan merupakansatu kesatuan kawasan perdesaan. Delineasi Kawasan Perdesaan merupakan

batas yang ditetapkan, bisa batas administrasi sebagai batas wilayah Rencabatas yang ditetapkan, bisa batas administrasi sebagai batas wilayah Rencanana

Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

2)2)   Pengusulan Pembangunan Kawasan PerdesaanPengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan

a.a.   Inisiasi Pengusulan Pembangunan Kawasan PerdesaanInisiasi Pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pada prinsipnya, pihak yang paling memahami potensi dan permasalahanPada prinsipnya, pihak yang paling memahami potensi dan permasalahan

suatu Kawasan Perdesaan adalah masyarakat atau pihak-pihak yangsuatu Kawasan Perdesaan adalah masyarakat atau pihak-pihak yang

berada atau terkait dengan kawasan perdesaan tersebut. Namunberada atau terkait dengan kawasan perdesaan tersebut. Namun

demikian, ketika masyarakat belum bisa mengartikulasikan potensidemikian, ketika masyarakat belum bisa mengartikulasikan potensi

dan/atau permasalahan yang ada, maka Pemerintah Daerah setempatdan/atau permasalahan yang ada, maka Pemerintah Daerah setempat

memiliki peran strategis untuk mengusulkan Kawasan Perdesaan.memiliki peran strategis untuk mengusulkan Kawasan Perdesaan.

Dengan demikian Kawasan Perdesaan dapat diusulkan melalui duaDengan demikian Kawasan Perdesaan dapat diusulkan melalui dua

pihak, yaitu:pihak, yaitu:

1)1)   diusulkan oleh beberapa Desa yang tergabung dalam Badandiusulkan oleh beberapa Desa yang tergabung dalam Badan

Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan atau tanpa didampingi olehKerjasama Antar Desa (BKAD) dengan atau tanpa didampingi oleh

pihak ketiga. Inisiatif usulan dikoordinasikan dengan TKPKPpihak ketiga. Inisiatif usulan dikoordinasikan dengan TKPKP

Kabupaten/Provinsi dalam hal ini oleh Dinas PemberdayaanKabupaten/Provinsi dalam hal ini oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa, sehingga menghasilkan kesepakatan.Masyarakat Desa, sehingga menghasilkan kesepakatan.

2)2)   diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikandiusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan

kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Inisiatif usulankebijakan perencanaan pembangunan daerah. Inisiatif usulan

disosialisasikan ke tingkat kecamatan dan desa-desa terkait, olehdisosialisasikan ke tingkat kecamatan dan desa-desa terkait, oleh
 TKPKP  TKPKP dalam dalam hal hal ini ini oleh oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat DesaDesa

dengan atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga, sehinggadengan atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga, sehingga

menghasilkan kesepakatan.menghasilkan kesepakatan.

Pengusulan Kawasan Perdesaan disampaikan dalam bentuk surat usulanPengusulan Kawasan Perdesaan disampaikan dalam bentuk surat usulan

dilampiri dengan deskripsi kawasan (Tabel 1) dan peta delineasi kawasan.dilampiri dengan deskripsi kawasan (Tabel 1) dan peta delineasi kawasan.

Delineasi kawasan merupakan batas imajiner kawasan yang terdiri atasDelineasi kawasan merupakan batas imajiner kawasan yang terdiri atas

sejumlah desa yang membentuk kawasansejumlah desa yang membentuk kawasan. Delineasi kawasan ditentukan. Delineasi kawasan ditentukan

berdasarkan keterkaitan komoditas unggulan, tema kawasan, danberdasarkan keterkaitan komoditas unggulan, tema kawasan, dan

masalah yang akan ditangani; pada desa-desa yang membentuk kawasan.masalah yang akan ditangani; pada desa-desa yang membentuk kawasan.
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Pada prinsipnya, pihak yang paling memahami potensi dan permasalahanPada prinsipnya, pihak yang paling memahami potensi dan permasalahan

suatu Kawasan Perdesaan adalah masyarakat atau pihak-pihak yangsuatu Kawasan Perdesaan adalah masyarakat atau pihak-pihak yang

berada atau terkait dengan kawasan tersebut. Namun demikian, ketikaberada atau terkait dengan kawasan tersebut. Namun demikian, ketika

masyarakat belum bisa mengartikulasikan potensi dan/ataumasyarakat belum bisa mengartikulasikan potensi dan/atau

permasalahan yang ada, maka Pemerintah Daerah setempat memilikipermasalahan yang ada, maka Pemerintah Daerah setempat memiliki

peran strategis untuk mengusulkan Kawasan Perdesaan. Denganperan strategis untuk mengusulkan Kawasan Perdesaan. Dengan

demikian Kawasan Perdesaan dapat diusulkan dengan atau tanpademikian Kawasan Perdesaan dapat diusulkan dengan atau tanpa

didampingi oleh pihak ketiga dengan dua mekanisme, yaitu:didampingi oleh pihak ketiga dengan dua mekanisme, yaitu:

a.a.   Diusulkan oleh beberapa pemerintah desa (bottom-up).Diusulkan oleh beberapa pemerintah desa (bottom-up).

Kawasan perdesaan yang diusulkan beberapa desa haKawasan perdesaan yang diusulkan beberapa desa harus disepakatirus disepakati

oleh Kepala Desa dalam wilayah tersebut dalam bentuk suratoleh Kepala Desa dalam wilayah tersebut dalam bentuk surat

keputusan bersama Kepala Desa tentang Kerjasama desa dalamkeputusan bersama Kepala Desa tentang Kerjasama desa dalam

program pembangunan kawasan perdesaan untuk diusulkan kepadaprogram pembangunan kawasan perdesaan untuk diusulkan kepada

Bupati/Walikota.Bupati/Walikota.

Gambar 3.2 Diagram Proses Pengusulan dan Penetapan KawasanGambar 3.2 Diagram Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan

Perdesaan Berdasarkan Usulan Beberapa Desa (Bottom-Up)Perdesaan Berdasarkan Usulan Beberapa Desa (Bottom-Up)

b.b.   Diusulkan oleh pemerintah Kabupaten/KotaDiusulkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota

Kawasan perdesaan dapat diusulkan oleh PemerintahKawasan perdesaan dapat diusulkan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan perencanaanKabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan perencanaan

pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerahpembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencanatentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana

 Tata  Tata Ruang Ruang Daerah. Daerah. Pembangunan Pembangunan kawasan kawasan perdesaan perdesaan yangyang

ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus dibahas danditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus dibahas dan
mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yangmendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang

wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan (top-down).wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan (top-down).

Gambar 3.3 Diagram Proses Pengusulan dan Penetapan KawasanGambar 3.3 Diagram Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan
Perdesaan Berdasarkan Prakarsa Bupati/Walikota (Top-Down)Perdesaan Berdasarkan Prakarsa Bupati/Walikota (Top-Down)
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b.b.   Inventarisasi dan Identifikasi KawasanInventarisasi dan Identifikasi Kawasan

 TKPKP  TKPKP Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota atau atau BKAD BKAD selaku selaku pengusul pengusul melakukanmelakukan

inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan dalam aspek namainventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan dalam aspek nama

kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi, mobilitas penduduk,kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi, mobilitas penduduk,

sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi, dan delineasi kawasan,sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi, dan delineasi kawasan,

sebagai bahan usulan penetapan kawasan perdesaan.sebagai bahan usulan penetapan kawasan perdesaan.

Nama kawasan terdiri atas tema kawasan diikuti dengan nama lokasi.Nama kawasan terdiri atas tema kawasan diikuti dengan nama lokasi.

Nama lokasi mewakili desa-desa yang membentuk kawasan, biasanyaNama lokasi mewakili desa-desa yang membentuk kawasan, biasanya

dipilih nama kecamatan, atau desa yang akan menjadi pusat kawasan,dipilih nama kecamatan, atau desa yang akan menjadi pusat kawasan,

atau ciri spesifik kawasan. Sedangkan tema kawasan perdesaanatau ciri spesifik kawasan. Sedangkan tema kawasan perdesaan

merupakan fokus penanganan kawasan yang dilakukan denganmerupakan fokus penanganan kawasan yang dilakukan dengan

mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada untuk mewujudkanmempertimbangkan potensi dan masalah yang ada untuk mewujudkan

fungsi kawasan. Tema Kawasan Perdesaan melingkupi 2 hal, yaitufungsi kawasan. Tema Kawasan Perdesaan melingkupi 2 hal, yaitu

potensi dan/atau masalah.potensi dan/atau masalah.

Contoh tema Kawasan Perdesaan yang mengangkat data potensi,Contoh tema Kawasan Perdesaan yang mengangkat data potensi,

misalnya:misalnya:

1)1)   Kawasan Perdesaan Perkebunan Karet;Kawasan Perdesaan Perkebunan Karet;

2)2)   Kawasan Perdesaan Pertanian Pangan;Kawasan Perdesaan Pertanian Pangan;

3)3)   Kawasan Perdesaan Pariwisata.Kawasan Perdesaan Pariwisata.

Contoh tema Kawasan Perdesaan yang mengangkat data masalah,Contoh tema Kawasan Perdesaan yang mengangkat data masalah,

misalnya:misalnya:

1)1)   Kawasan Perdesaan Tangguh Bencana Letusan Gunung Berapi;Kawasan Perdesaan Tangguh Bencana Letusan Gunung Berapi;

2)2)   Kawasan Perdesaan Daerah Aliran Sungai.Kawasan Perdesaan Daerah Aliran Sungai.

Deskripsi Kawasan Perdesaan sebagaimana pada Tabel 1 dibawah:Deskripsi Kawasan Perdesaan sebagaimana pada Tabel 1 dibawah:

NO NO ASPEK ASPEK LINGKUP LINGKUP URAIANURAIAN

1 1 Nama Nama Kawasan Kawasan a. a. Tema Tema KawasanKawasan

2 2 Letak Letak Kawasan Kawasan b. b. Nama Nama LokasiLokasi

3 3 Wilayah Wilayah a. a. KecamatanKecamatan

b. Kabupatenb. Kabupaten

a. a. Jumlah Jumlah KecamatanKecamatan

b. b. Jumlah dJumlah dan an Nama Nama DesaDesa a. Desa … Kecamatan …a. Desa … Kecamatan …  

b. Desa … Kecamatan …b. Desa … Kecamatan …  

c. Desa … Kecamatan …c. Desa … Kecamatan …  

d. Desa … Kecamatan …d. Desa … Kecamatan …  

NO NO ASPEK ASPEK LINGKUP LINGKUP URAIANURAIAN

a. a. Luas Luas WilayahWilayah

b. Desa yang berpotensi sebagaib. Desa yang berpotensi sebagai

Pusat KawasanPusat Kawasan

c. c. Status Status Perkembangan Perkembangan DesaDesa

(IDM)(IDM)

a.a.   Desa Sangat Tertinggal:Desa Sangat Tertinggal:

(nama Desa: …)(nama Desa: …)  

b.b.   Desa Tertinggal:Desa Tertinggal:

(nama Desa: …)(nama Desa: …)  

c.c.   Desa Berkembang :Desa Berkembang :

(nama Desa: …)(nama Desa: …)  

d.d.   Desa Maju :Desa Maju :

(nama Desa: …)(nama Desa: …)  

e.e.   Desa Mandiri :Desa Mandiri :

(nama Desa: …)(nama Desa: …)  



    

--  14 -14 -

4 4 Potensi Potensi Ekonomi Ekonomi a. a. Komoditas Komoditas unggulan unggulan kawasankawasan −−   Komoditas................Komoditas................

−−   Luas Luas riil riil ... ... HaHa

b. b. Komoditas Komoditas unggulan unggulan DesaDesa

(1)(1)  Desa …Desa …   −−   Komoditas................Komoditas................

−−   Luas Luas riil riil ... ... HaHa

(2)(2)  Desa …Desa …   −−   Komoditas................Komoditas................

−−   Luas Luas riil riil ... ... HaHa

(3)(3)  Desa …Desa …   −−   Komoditas................Komoditas................

−−   Luas Luas riil riil ... ... HaHa

(4)(4)  Desa …Desa …  
−−   Komoditas................Komoditas................

−−   Luas Luas riil riil ... ... HaHa

5 5 Penduduk Penduduk dandan

MobilitasMobilitas

pendudukpenduduk

−−   Jumlah penduduk Jumlah penduduk

−−   Penduduk menetapPenduduk menetap

−−   Jumlah penduduk miskin Jumlah penduduk miskin

−−   Mata pencaharian pendudukMata pencaharian penduduk

6 6 Sarana Sarana dandan

PrasaranaPrasarana

Kawasan yangKawasan yang

sudah adasudah ada

−−   Sarana pendidikanSarana pendidikan

−−   Sarana kesehatanSarana kesehatan

−−   Sarana EkonomiSarana Ekonomi

−−   InfrastrukturInfrastruktur

7 Permasalahan7 Permasalahan

 yang dihadapi yang dihadapi

−−   Bidang InfrastrukturBidang Infrastruktur

−−   EkonomiEkonomi

−−   PendidikanPendidikan

−−   KesehatanKesehatan

8 8 Potensi Potensi rawanrawan
Bencana*)Bencana*)

−−   Bencana…….Bencana…….  
−−   Desa…Desa…   Luas potensi bencana …Luas potensi bencana …..... Ha..... Ha

−−   Desa…Desa…   Luas potensi bencana …Luas potensi bencana …..... Ha..... Ha

−−   Desa…Desa…   Luas potensi bencana …Luas potensi bencana …..... Ha..... Ha

*) diisi bila ada potensi*) diisi bila ada potensi

Contoh Peta Deliniasi Kawasan Perdesaan sebagaimana pada Gambar 4 di bawah :Contoh Peta Deliniasi Kawasan Perdesaan sebagaimana pada Gambar 4 di bawah :

Gambar 4. Peta Deliniasi Kawasan PerdesaanGambar 4. Peta Deliniasi Kawasan Perdesaan
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Surat usulan ditujukan kepada Bupati dengan tembusan TKPKP danSurat usulan ditujukan kepada Bupati dengan tembusan TKPKP dan

ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dan sebagai berikut:ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dan sebagai berikut:

Hal : Usulan Hal : Usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan..................Pembangunan Kawasan Perdesaan..................
Lampiran : satu berkasLampiran : satu berkas
Yth.Yth.
Bapak Bupati/Walikota ..........Bapak Bupati/Walikota ..........
Di Di ..........................................
Sesuai hasil Musyawarah Antar Desa tentang pengusulan Kawasan Perdesaan yangSesuai hasil Musyawarah Antar Desa tentang pengusulan Kawasan Perdesaan yang
dilaksanakan pada:dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Hari/Tanggal : ........................................
 Tempat : ......... Tempat : .............................

 Telah  Telah disepakati disepakati usulan usulan Kawasan Kawasan Perdesaan Perdesaan .............. .............. yang yang meliputi meliputi .....(......) .....(......) desa desa didi
Kecamatan ........................... Deskripsi Kawasan Persedaan tersebut sebagaimana dalamKecamatan ........................... Deskripsi Kawasan Persedaan tersebut sebagaimana dalam
lampiran.lampiran.
Untuk itu, mohon dilakukan proses penetapan Kawasan Perdesaan. Demikian atasUntuk itu, mohon dilakukan proses penetapan Kawasan Perdesaan. Demikian atas
perkenannya, disampaikan terima kasihperkenannya, disampaikan terima kasih

............................., ..., .................................20........20...

Pihak-pihak yang mengusulkan dan menyepakatiPihak-pihak yang mengusulkan dan menyepakati

No. No. Nama Nama Instansi/Desa Instansi/Desa Tanda Tanda TanganTangan

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

7.7.

8.8.

9.9.

 Tembusan: Tembusan:

 TKPKP Kabupaten/Kota TKPKP Kabupaten/Kota  

c. c. Penilaian Penilaian Usulan Usulan Kawasan Kawasan PerdesaanPerdesaan

Penilaian usulan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten/Kota dengan melakukanPenilaian usulan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten/Kota dengan melakukan

verifikasi data dan mencermati urgensi Pembangunan Kawasan Perdesaan.verifikasi data dan mencermati urgensi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Prioritas penetapan dilakukan pada kawasan yang memiliki potensi yangPrioritas penetapan dilakukan pada kawasan yang memiliki potensi yang

dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di perdesaan.dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

Syarat Kawasan Perdesaan yang lolos adalah :Syarat Kawasan Perdesaan yang lolos adalah :

1.1.   Disepakati oleh Kepala Desa dan pihak-pihak terkait berdasarkanDisepakati oleh Kepala Desa dan pihak-pihak terkait berdasarkan

keputusan Musyawarah Antar Desa.keputusan Musyawarah Antar Desa.

2.2.   Memiliki potensi komoditas unggulan/masalah yang urgen dan layakMemiliki potensi komoditas unggulan/masalah yang urgen dan layak

untuk dikembangan/diselesaikan dalam skala kawasan perdesaan;untuk dikembangan/diselesaikan dalam skala kawasan perdesaan;

3.3.   Pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan Rencana Tata RuangPembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan JangkaWilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota.Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota.
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4.4.   Pembangunan Kawasan Perdesaan tidak memiliki dampak merusakPembangunan Kawasan Perdesaan tidak memiliki dampak merusak

lingkungan dan menimbulkan konflik kepentingan, serta memperhatikanlingkungan dan menimbulkan konflik kepentingan, serta memperhatikan

kearifan lokal, dan eksistensi masyarakat hukum adat.kearifan lokal, dan eksistensi masyarakat hukum adat.

Penilaian akan menghasilkan tiga kemungkinan yaitu lolos tanpa syarat, lolosPenilaian akan menghasilkan tiga kemungkinan yaitu lolos tanpa syarat, lolos

dengan syarat, dan tidak lolos. Apabila lolos tanpa syarat, TKPKPdengan syarat, dan tidak lolos. Apabila lolos tanpa syarat, TKPKP

Kabupaten/Kota harus segera memproses usulan pembangunan KawasanKabupaten/Kota harus segera memproses usulan pembangunan Kawasan

Perdesaan kepada Bupati/Walikota. Apabila lolos dengan syarat berkasPerdesaan kepada Bupati/Walikota. Apabila lolos dengan syarat berkas

dikembalikan kepada pengusul. Selanjutnya pengusul melengkapidikembalikan kepada pengusul. Selanjutnya pengusul melengkapi

persyaratan yang kurang untuk diusulkan persyaratan yang kurang untuk diusulkan kembali. Apabila tidak lolos, berkaskembali. Apabila tidak lolos, berkas

dikembalikan kepada pengusul.dikembalikan kepada pengusul.

d. d. Penetapan Penetapan Kawasan Kawasan PerdesaanPerdesaan

Penetapan kawasan perdesan, dilakukan apabila usulan sudah memenuhiPenetapan kawasan perdesan, dilakukan apabila usulan sudah memenuhi

persyaratan. Usulan penetapan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten/Kotapersyaratan. Usulan penetapan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten/Kota

kepada Bupati/Walikota. Surat usulan penetapan Kawasan Perdesaankepada Bupati/Walikota. Surat usulan penetapan Kawasan Perdesaan

dilampiri dengan deskripsi dan delineasi kawasan perdesaan yang sudahdilampiri dengan deskripsi dan delineasi kawasan perdesaan yang sudah

diverifikasi oleh TKPKP Kabupaten/Kota, surat berita acara penilaian yangdiverifikasi oleh TKPKP Kabupaten/Kota, surat berita acara penilaian yang

ditandatangani oleh TPKPK Kabupaten/Kota.ditandatangani oleh TPKPK Kabupaten/Kota.

Surat penetapan Kawasan Perdesaan ditandatangani oleh Bupati danSurat penetapan Kawasan Perdesaan ditandatangani oleh Bupati dan

selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dan kepada Menteri melaluiselanjutnya disampaikan kepada Gubernur dan kepada Menteri melalui

Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Desa dan BKAD.Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Desa dan BKAD.
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Contoh Format SK Bupati tentang Penetapan Kawasan PerdesaanContoh Format SK Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan

BUPATI................BUPATI................
KEPUTUSAN BUPATI ..............KEPUTUSAN BUPATI ..............

NOMOR TAHUNNOMOR TAHUN

 TENTANG TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN ......PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN ......

KABUPATEN ..................KABUPATEN ..................

BUPATI...,BUPATI...,

Menimbang Menimbang : : a. a. bahwa bahwa dalam dalam rangka rangka melaksanakan melaksanakan ketentuanketentuan

Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43Nomor 43

 Tahun  Tahun 2014 2014 tentang tentang Peraturan Peraturan PelaksanaanPelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDesa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentangPemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan PemerintahPerubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 TahunPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa;2014 tentang Desa;

b. b. bahwa setelah dibahwa setelah dilakukan penelitian, lakukan penelitian, pengkajianpengkajian

dan pembahasan potensi dan peluangdan pembahasan potensi dan peluang

pengembangan kawasan perdesaan, Kabupatenpengembangan kawasan perdesaan, Kabupaten

................. layak menjadi lokasi pengembangan................. layak menjadi lokasi pengembangan

Kawasan Perdesaan .................;Kawasan Perdesaan .................;

c. c. bahwa berdasarkbahwa berdasarkan pertiman pertimbangan sebagaimanabangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perludimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati ..................tentangmenetapkan Keputusan Bupati ..................tentang

Penetapan Pembangunan Kawasan PerdesaanPenetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan

......................;......................;

Mengingat Mengingat : : 1. 1. Undang-Undang Undang-Undang NomorNomor ……  Tahun  Tahun ……  tentang  tentang ……

(pembentukan daerah) (Lembaran Negara Republik(pembentukan daerah) (Lembaran Negara Republik

Indonesia TahunIndonesia Tahun ……, Nomor, Nomor ……, Tambahan, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia NomorLembaran Negara Republik Indonesia Nomor ……););

2. 2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2004 2004 tentangtentang

Sistem Perencaaan Pembangunan NasionalSistem Perencaaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikNomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);Indonesia Nomor 4421);
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3. 3. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 26 Tahun 26 Tahun 2007 te2007 tentangntang

Penataan Ruang (Lembaran Negara RepublikPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia NomorLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725);4725);

4. 4. Undang-Undang Nomor 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangTahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia TahunDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);Republik Indonesia Nomor 5495);

5. 5. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 te2014 tentangntang

Pemerintahan Daerah Lembaran Negara RepublikPemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

 Thaun  Thaun 2014 2014 tentang tentang Pemerintahan Pemerintahan DaerahDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20056. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negaratentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

 Tambahan  Tambahan Lembaran Lembaran Negara Negara Republik Republik IndonesiaIndonesia

Nomor 4575);Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20157. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahtentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republiktentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanIndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia NomorLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539);5539);

8. 8. Paraturan Menteri Paraturan Menteri Desa, Pembangunan DearahDesa, Pembangunan Dearah
 Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun  Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 20162016

tentang Tentang Pembangunan Kawasantentang Tentang Pembangunan Kawasan

Perdesaan (Berita Negara Republik IndonesiaPerdesaan (Berita Negara Republik Indonesia

 Tahun 2016 Nomor 359); Tahun 2016 Nomor 359);

Peraturan Daerah Kabupaten .................;Peraturan Daerah Kabupaten .................;

Memperhatikan Memperhatikan : : RPJMD RPJMD Kabupaten Kabupaten ............... ............... dan dan RPJMDes RPJMDes didi

Kecamatan ......... Kabupaten ...........;Kecamatan ......... Kabupaten ...........;
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MEMUTUSKAN:MEMUTUSKAN:

Menetapkan Menetapkan : : KEPUTUSAN KEPUTUSAN BUPATI BUPATI .............. .............. TENTANGTENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASANPENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN

PERDESAAN ................KABUPATEN ...................PERDESAAN ................KABUPATEN ...................

KESATU KESATU : Menetapkan : Menetapkan lokasi lokasi Kawasan Kawasan PerdesaanPerdesaan

.......................... sebagai lokasi Pembangunan.......................... sebagai lokasi Pembangunan

Kawasan Perdesaan.Kawasan Perdesaan.

KEDUA KEDUA : : Lokasi Lokasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam DiktumDiktum
KESATU, terdiri atas: Desa .....................(sebagaiKESATU, terdiri atas: Desa .....................(sebagai

pusat kawasan), Desa ....................., Desapusat kawasan), Desa ....................., Desa

...................., dan Desa.............................,...................., dan Desa.............................,

Kecamatan ...................;Kecamatan ...................;

KETIGA KETIGA : : Segala Segala biaya biaya yang yang timbul timbul akibat akibat keputusan keputusan iniini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dandibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), Anggaran Belanja danBelanja Negara (APBN), Anggaran Belanja dan

Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten .......... danPendapatan Daerah (APBD) Kabupaten .......... dan

Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes).Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes).

KEEMPAT KEEMPAT : : Keputusan Keputusan ini ini mulai mulai berlaku berlaku pada pada tanggaltanggal

ditetapkan.ditetapkan.

Ditetapkan di ..................Ditetapkan di ..................

pada tanggal.........pada tanggal.........
BUPATIBUPATI

………………,………………,  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lampiran:Lampiran:

1. Deskripsi kawasan1. Deskripsi kawasan

2. Delineasi kawasan2. Delineasi kawasan

3. Surat berita acara penilaian kawasan yang ditandatangani oleh3. Surat berita acara penilaian kawasan yang ditandatangani oleh

anggotan TPKPK Kabupaten/Kota.anggotan TPKPK Kabupaten/Kota.
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BAB IVBAB IV
PERENCANAAN PEMBANGPERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN UNAN KAWASAN PERDESAANPERDESAAN

Pasal 83 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ayat (4) mengaturPasal 83 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ayat (4) mengatur

bahwa Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama olehbahwa Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, danPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan

Pemerintah Desa; ayat (5) mengarahkan agar Rencana Pembangunan KawasanPemerintah Desa; ayat (5) mengarahkan agar Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana PembangunanPerdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan
 Jangka Menengah Daerah. Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunanRencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan
 jangka  jangka menengah menengah yang yang berlaku berlaku selama selama 5 5 (lima) (lima) tahun tahun dan dan memuat memuat programprogram

pembangunan.pembangunan.
1.1.    Tahap Penyusunan Rencana (RPKP) Tahap Penyusunan Rencana (RPKP)

Dokumen RPKP disusun oleh TKPKP Kabupaten/Kota bersama pemerintah,Dokumen RPKP disusun oleh TKPKP Kabupaten/Kota bersama pemerintah,
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah desa secara papemerintah daerah provinsi dan pemerintah desa secara partisipatif, dan dapatrtisipatif, dan dapat
dibantu oleh pihak ketiga. Tahapan penyusunan RPKP sebagai berikut:dibantu oleh pihak ketiga. Tahapan penyusunan RPKP sebagai berikut:

a. a. Identifikasi Identifikasi Kondisi Kondisi Kawasan Kawasan PerdesaanPerdesaan
Kondisi lokasi yang diidentifikasi meliputi aspek kondisi fisik lahan,Kondisi lokasi yang diidentifikasi meliputi aspek kondisi fisik lahan,

ekonomi, kependudukan, sosial budaya, kelembagaan, Statusekonomi, kependudukan, sosial budaya, kelembagaan, Status
Perkembangan Desa (IDM), serta sarana dan prasarana KawasanPerkembangan Desa (IDM), serta sarana dan prasarana Kawasan

perdesaan (Tabel 2). Data diperoleh melalui data sekunder dan dataperdesaan (Tabel 2). Data diperoleh melalui data sekunder dan data
primer. Data sekunder bersumber dari Kabupaten dalam Angka,primer. Data sekunder bersumber dari Kabupaten dalam Angka,
Kecamatan dalam Angka, Monografi Desa, dan Data Potensi Desa (Podes)Kecamatan dalam Angka, Monografi Desa, dan Data Potensi Desa (Podes)

pada tahun terakhir. Diupayakan agar data yang digunakan yang palingpada tahun terakhir. Diupayakan agar data yang digunakan yang paling
mutakhir dari yang tersedia (maksimal 3 tahun terakhir).mutakhir dari yang tersedia (maksimal 3 tahun terakhir).
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Kebutuhan Data dan Informasi sebagaimana Tabel 2 di bawah :Kebutuhan Data dan Informasi sebagaimana Tabel 2 di bawah :
 Tabel 2 Tabel 2

Aspek Aspek Rincian Rincian data*)data*)
Wujud TampilanWujud Tampilan

Data**)Data**)

Fisik DasarFisik Dasar
lahanlahan

Luas Luas dan dan batas batas Wilayah Wilayah Administrasi Administrasi Peta, Peta, tabeltabel

Kondisi iklim (terutama data mengenaiKondisi iklim (terutama data mengenai
curah hujan)curah hujan)

Peta, tabelPeta, tabel

 Topografi Topografi

a.a.   Kemiringan LerengKemiringan Lereng
b.b.   Ketinggian LahanKetinggian Lahan
c.c.   Kecenderungan Bentuk PermukaanKecenderungan Bentuk Permukaan

LahanLahan

Peta, tabelPeta, tabel

 Jenis Tanah  Jenis Tanah Peta, tabelPeta, tabel

Penggunaan Penggunaan Lahan Lahan Peta, Peta, tabel, tabel, grafikgrafik

Kebencanaan PetaKebencanaan Peta

Kawasan dengan satwa dan ekosistemKawasan dengan satwa dan ekosistem

 yang dilindungi yang dilindungi
Peta, tabelPeta, tabel

Data keagrariaan:Data keagrariaan:
a.a.   Status tanahStatus tanah

b.b.   Rerata kepemilikan tanahRerata kepemilikan tanah

c.c.   Rerata penguasaan lahanRerata penguasaan lahan

Peta, tabelPeta, tabel

Ekonomi Ekonomi Kondisi Kondisi ekonomi ekonomi yang yang diidentifikasidiidentifikasi
disesuaikan dengan produk unggulandisesuaikan dengan produk unggulan

 yang akan dikembangkan. yang akan dikembangkan.

Peta, tabel, grafik, fotoPeta, tabel, grafik, foto

KependudukanKependudukan
dan sosialdan sosial

budayabudaya

 Jumlah  Jumlah PendudukPenduduk
 Jumlah Penduduk Miskin Jumlah Penduduk Miskin

 Tabel, grafik Tabel, grafik

Sebaran Sebaran penduduk penduduk Peta, Peta, tabeltabel

Komposisi PendudukKomposisi Penduduk
a.a.   Jenis kelamin Jenis kelamin
b.b.   Struktur umurStruktur umur

c.c.   Mata pencaharianMata pencaharian
d.d.   Tingkat pendidikan Tingkat pendidikan

Grafik, tabelGrafik, tabel

Kondisi sosial budayaKondisi sosial budaya
a.a.   Aktivitas sosial/budaya yang rutinAktivitas sosial/budaya yang rutin

dilakukandilakukanb.b.   Organisasi masyarakatOrganisasi masyarakat
c.c.   Kearifan lokalKearifan lokal
d.d.   Seni budaya pertunjukanSeni budaya pertunjukan
e.e.   Seni kerajinan localSeni kerajinan local

 Tabel, narasi Tabel, narasi
deskriptif, fotodeskriptif, foto

Sarana danSarana dan
PrasaranaPrasarana
sertaserta
PelayananPelayanan

a.a.   PendidikanPendidikan

Peta sebaran, tabel, fotoPeta sebaran, tabel, foto

b.b.   KesehatanKesehatan

c.c.   PemerintahanPemerintahan

d.d.   Sosial budayaSosial budaya

e.e.   EkonomiEkonomi

f.f.   Sarana produksiSarana produksi

 Transportasi  Transportasi Tabel, fotoTabel, foto

a.a.   EnergiEnergi

Peta jaringan,Peta jaringan,tabel, grafik, fototabel, grafik, fotob.b.   Air BersihAir Bersih

c.c.   SanitasiSanitasi
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Aspek Aspek Rincian Rincian data*)data*)
Wujud TampilanWujud Tampilan

Data**)Data**)

d.d.   IrigasiIrigasi

e.e.   Informasi dan telekomunikasiInformasi dan telekomunikasi

f.f.   Kondisi infrastrukturKondisi infrastruktur

KelembagaanKelembagaan

Kondisi kelembagaan di aras kawasanKondisi kelembagaan di aras kawasan

 Tabel, narasi Tabel, narasiKondisi kelembagaan di arasKondisi kelembagaan di araskabupaten/kota dalam bidangkabupaten/kota dalam bidang
pengembangan ekonomi lokal ataupengembangan ekonomi lokal atau
daerahdaerah

StatusStatus
PerkembanganPerkembangan

Desa (IDM)Desa (IDM)

Desa Mandiri:Desa Mandiri:

 Tabel TabelDesa Maju:Desa Maju:

Desa Berkembang:Desa Berkembang:

Desa Tertinggal:Desa Tertinggal:

Desa Sangat Tertinggal:Desa Sangat Tertinggal:

KeteranganKeterangan::

*)*) Penekanan rincian data disesuaikan dengan masing-masing temaPenekanan rincian data disesuaikan dengan masing-masing tema
Kawasan;Kawasan;
**) Peta d**) Peta diupayakan menggunakan skala 1:5000, atau sekurang-kurangnya 1;25000.iupayakan menggunakan skala 1:5000, atau sekurang-kurangnya 1;25000.

Identifikasi kondisi kawasan perdesaan dilakukan secara komperhensifIdentifikasi kondisi kawasan perdesaan dilakukan secara komperhensif
dengan mempertimbangkan dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya,dengan mempertimbangkan dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya,
dimensi lingkungan, dimensi jejaring prasarana dan sarana, sertadimensi lingkungan, dimensi jejaring prasarana dan sarana, serta
dimensi kelembagaan.dimensi kelembagaan.

b. Pembuatanb. Pembuatan Peta ‘Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan’Peta ‘Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan’
Pembuatan peta ’delineasi dan susunan fungsi kawasanPembuatan peta ’delineasi dan susunan fungsi kawasan’’ dimaksudkan dimaksudkan
untuk melakukan verifikasi delineasi kawasan dan sekaligus menetapkanuntuk melakukan verifikasi delineasi kawasan dan sekaligus menetapkan
lokasi dan akses pusat kawasan danlokasi dan akses pusat kawasan dan hinterland hinterland  (pendukung/penyokong) (pendukung/penyokong)
kawasan, serta dari pusat kawasan ke kota terdekatnya (Gambar 5).kawasan, serta dari pusat kawasan ke kota terdekatnya (Gambar 5).
Susunan fungsi kawasan mencakup penetapan lokasi dan fungsi pusatSusunan fungsi kawasan mencakup penetapan lokasi dan fungsi pusat
kawasan dan desa- desa pendukung kawasan.kawasan dan desa- desa pendukung kawasan.

Pusat kawasan diarahkan untuk pengembangan fasilitas layanan skalaPusat kawasan diarahkan untuk pengembangan fasilitas layanan skala
kawasan seperti pasar kawasan, industri pengolahan, bank, dan lainkawasan seperti pasar kawasan, industri pengolahan, bank, dan lain
sebagainya. Desa-desa pendukung diarahkan untuk produksi komoditassebagainya. Desa-desa pendukung diarahkan untuk produksi komoditas

primer atau bahan baku, dan sebagainya.primer atau bahan baku, dan sebagainya.
Peta ‘delineasi dan susunan fungsi kawasanPeta ‘delineasi dan susunan fungsi kawasan’’ perdesaan didasarkan atas perdesaan didasarkan atas

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW), Rencana TataRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW), Rencana Tata
Ruang Desa, serta aspirasi masyarakat.Ruang Desa, serta aspirasi masyarakat.

Contoh Tata Ruang Kawasan sebagaimana pada Gambar 5 di bawah :Contoh Tata Ruang Kawasan sebagaimana pada Gambar 5 di bawah :
Gambar 5.Gambar 5.  
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c. c. Potensi Potensi Komoditas Komoditas Kawasan Kawasan PerdesaanPerdesaan
Dalam perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu dilakukanDalam perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu dilakukan
terlebih dahulu identifikasi terhadap potensi-potensi yang ada terlebih dahulu identifikasi terhadap potensi-potensi yang ada di kawasandi kawasan
perdesaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memetakan sekaligusperdesaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memetakan sekaligus

menjadi data awal untuk menentukan produk unggulan dan produkmenjadi data awal untuk menentukan produk unggulan dan produk
pendukung kawasan perdesaan. Potensi kawasan perdesaan dapatpendukung kawasan perdesaan. Potensi kawasan perdesaan dapat

dikategorikan berdasarkan potensi sumberdaya alam untukdikategorikan berdasarkan potensi sumberdaya alam untuk
pengembangan bidang pertanian, perikanan maupun wisata.pengembangan bidang pertanian, perikanan maupun wisata.
Produk produk kawasan perdesaan menguraikan tentang jenis-jenisProduk produk kawasan perdesaan menguraikan tentang jenis-jenis

produk kawasan perdesaan, jumlah tenaga kerja yang diserap, volumeproduk kawasan perdesaan, jumlah tenaga kerja yang diserap, volume
produksi dalam lima tahun terakhir dalam satuan berat/volume danproduksi dalam lima tahun terakhir dalam satuan berat/volume dan

nilai, serta pasar tujuan barang yang diproduksi kawasan tersebutnilai, serta pasar tujuan barang yang diproduksi kawasan tersebut
apakah untuk pasar domestic atau ekspor. Data mengenai potensi setiapapakah untuk pasar domestic atau ekspor. Data mengenai potensi setiap

desa dari kawasan perdesaan tersebut diuraikan secara lengdesa dari kawasan perdesaan tersebut diuraikan secara lengkap dan rincikap dan rinci
sebagai berikut:sebagai berikut:

 Tabel 3. Potensi Komoditas Unggulan Berbasis Pert Tabel 3. Potensi Komoditas Unggulan Berbasis Pertanian dan Perikanananian dan Perikanan
BudidayaBudidaya

No No Jenis Jenis ProdukProduk
LuasLuas

 Tanam Tanam
(Ha)(Ha)

LuasLuas
PanenPanen
(Ha)(Ha)

IPIP
ProduktiviProduktivi

tastas
(Kg/Ha)(Kg/Ha)

SerapanSerapan
 Tenaga Tenaga

KerjaKerja

(1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7)(7)

PertanianPertanian

1 ......1 ......2 ......2 ......

3 ......3 ......

Perikanan BudidayaPerikanan Budidaya

1 ......1 ......

2 ......2 ......

3 ......3 ......

 Tabel 4. Potensi Komoditas Unggulan Berbasis  Tabel 4. Potensi Komoditas Unggulan Berbasis WisataWisata

No No Jenis Jenis WisataWisata
AttractionAttraction
(Atraksi)(Atraksi)

AmenitiesAmenities
(fasilitas/(fasilitas/

sar pras)sar pras)

AncillaryAncillary
ServicesServices
(layanan(layanan

tambahan)tambahan)

AccesibilityAccesibility
(Jalan,(Jalan,
SaranaSarana

 Transportasi, Transportasi,
Promosi)Promosi)

(1) (1) (2) (2) (3) (4) (3) (4) (5) (5) (6)(6)
11

22

33

44

d. d. Perumusan Perumusan Tujuan Tujuan dan dan Sasaran Sasaran BersamaBersama
 Tujuan  Tujuan bersama bersama adalah adalah kondisi kondisi jangka jangka panjang panjang yang yang ingin ingin diwujudkandiwujudkan

oleh seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah,oleh seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah,
pemerintah Desa, dan masyarakat Desa) dalam pengembangan kawasanpemerintah Desa, dan masyarakat Desa) dalam pengembangan kawasan

perdesaan. Penentuan tujuan harus dirumuskan sebagai langkah untukperdesaan. Penentuan tujuan harus dirumuskan sebagai langkah untuk
menyatukan langkah para pihak.menyatukan langkah para pihak.
Sebagai contoh tujuan bersama pembangunan kawasan perdesaan yangSebagai contoh tujuan bersama pembangunan kawasan perdesaan yang

dicantumkan dalam dokumen perencanaan:dicantumkan dalam dokumen perencanaan:
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Contoh Contoh 1 1 : : Komoditas Komoditas Unggulan Unggulan dikembangkan dikembangkan secara secara terpadu terpadu dandan
berkaitan dengan sektor lainnya, masyarakat sejahtera, danberkaitan dengan sektor lainnya, masyarakat sejahtera, dan
BUMDes Bersama berperan signifikan dalam setiap tahapanBUMDes Bersama berperan signifikan dalam setiap tahapan
pengembangan komoditas unggulan.pengembangan komoditas unggulan.

Contoh Contoh 2 2 : : Desa Desa wisata wisata partisipatif partisipatif skala skala internasional, internasional, masyarakatmasyarakat
sejahtera, dan kawasan perdesaan berdaya saing.sejahtera, dan kawasan perdesaan berdaya saing.

 Tujuan  Tujuan bersama bersama yang yang telah telah dirumuskan, dirumuskan, bersifat bersifat mengikat mengikat bagi bagi parapara
pihak yang terlibat. Kesepakatan dalam perumusan ini, dipergunakanpihak yang terlibat. Kesepakatan dalam perumusan ini, dipergunakan
sebagai dasar untuk membuat perencanaan dan melaksanakansebagai dasar untuk membuat perencanaan dan melaksanakan

pengembangan komoditas unggulan. Kegiatan yang tidak sesuai denganpengembangan komoditas unggulan. Kegiatan yang tidak sesuai dengan
tujuan tidak akan direncanakan dan dilaksanakan. Tujuan bersamatujuan tidak akan direncanakan dan dilaksanakan. Tujuan bersama

sekaligus menjadi alat untuk mengevaluasi pengembangan komoditassekaligus menjadi alat untuk mengevaluasi pengembangan komoditas
unggulan.unggulan.

Sasaran pembangunan kawasan perdesaan adalah kondisi terukur danSasaran pembangunan kawasan perdesaan adalah kondisi terukur dan
terarah yang diwujudkan berupa keberhasilan dari masing-masingterarah yang diwujudkan berupa keberhasilan dari masing-masing
produk unggulan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran produk unggulan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran tersebut di atas,tersebut di atas,

menjadi alat evaluasi bagi perkembangan komoditas unggulan.menjadi alat evaluasi bagi perkembangan komoditas unggulan.
Sebagai contoh sasaran komoditas unggulan yang dicantumkan dalamSebagai contoh sasaran komoditas unggulan yang dicantumkan dalam

dokumen perencanaan kolaboratif, sebagai berikut:dokumen perencanaan kolaboratif, sebagai berikut:
1)1)   Dalam waktu 3 (tiga) tahun, kopi berkembang dari luas tanam 100Dalam waktu 3 (tiga) tahun, kopi berkembang dari luas tanam 100

Ha menjadi 500 Ha, dari produksi rata-rata 0,8 Ton/Ha menjadi 1,5Ha menjadi 500 Ha, dari produksi rata-rata 0,8 Ton/Ha menjadi 1,5
 Ton/Ha (ekstensifikasi dan intensifikasi); Ton/Ha (ekstensifikasi dan intensifikasi);

2)2)   Dalam waktu 2 (dua) tahun, jumlah kunjungan wisatawanDalam waktu 2 (dua) tahun, jumlah kunjungan wisatawan

bertambah, dari 5.000 orang/tahun menjadi 25.000 orang/ tahun.bertambah, dari 5.000 orang/tahun menjadi 25.000 orang/ tahun.
3)3)   Dalam waktu lima tahun, status perkembangan kawasan perdesaanDalam waktu lima tahun, status perkembangan kawasan perdesaan

meningkat dari mandiri menjadi berdaya saing.meningkat dari mandiri menjadi berdaya saing.
Perumusan dan penentuan tujuan bersama serta sasaran pengembanganPerumusan dan penentuan tujuan bersama serta sasaran pengembangan
Kawasan perdesaan dilakukan melalui proses FGD atau musyawarahKawasan perdesaan dilakukan melalui proses FGD atau musyawarah
antar desa dengan memperhatikan tema kawasan perdesaan sesuaiantar desa dengan memperhatikan tema kawasan perdesaan sesuai
peraturan yang berlaku. Tujuan dan sasaran bersama tersebutperaturan yang berlaku. Tujuan dan sasaran bersama tersebut
dirumuskan dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalamdirumuskan dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam
pembangunan kawasan perdesaan.pembangunan kawasan perdesaan.

e. e. Analisis Analisis KlasterKlaster
Analisis klaster dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis,Analisis klaster dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis,

kebutuhan kegiatan, dan pihak-pihak yang akan berperan dalamkebutuhan kegiatan, dan pihak-pihak yang akan berperan dalam
pembangunan kawasan perdesaan dalam jaringan mata rantai subpembangunan kawasan perdesaan dalam jaringan mata rantai sub
sistem. Klaster Kawasan Perdesaan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Klastersistem. Klaster Kawasan Perdesaan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Klaster

Produk dan Klaster Layanan Pendukung. Klaster produk terdiri dariProduk dan Klaster Layanan Pendukung. Klaster produk terdiri dari

Klaster Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Klaster KomoditasKlaster Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Klaster Komoditas
unggulan) dan Klaster Produk Pendukung Kawasan Perdesaan.unggulan) dan Klaster Produk Pendukung Kawasan Perdesaan.
Klaster Produk meliputi sub sistem sarana produksi, produksi,Klaster Produk meliputi sub sistem sarana produksi, produksi,

pengolahan, hingga pemasaran. Klaster Layanan Pendukung terdiri ataspengolahan, hingga pemasaran. Klaster Layanan Pendukung terdiri atas
sub sistem pendidikan, kesehatan, energi, infrastruktur, transportasi,sub sistem pendidikan, kesehatan, energi, infrastruktur, transportasi,
permodalan, dan lain-lain sesuai tema.permodalan, dan lain-lain sesuai tema.

Analisis klaster dilakukan melalui FGD di tingkat Kawasan perdesaanAnalisis klaster dilakukan melalui FGD di tingkat Kawasan perdesaan
dengan tahap sebagai berikut (lihat Tabel Andengan tahap sebagai berikut (lihat Tabel Analisis Klaster):alisis Klaster):

1)1)   Mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-Mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing pihak pada masing-masing sub sistem klaster;masing pihak pada masing-masing sub sistem klaster;

2)2)   Mengidentifikasi isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi danMengidentifikasi isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi dan
kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing sub sistem;kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing sub sistem;

3)3)   Mengidentifikasi para pihak yang akan melaksanakan kegiatan yangMengidentifikasi para pihak yang akan melaksanakan kegiatan yang

dibutuhkan.dibutuhkan.
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 Tabel 5. Analisis Klaster Produk Pertanian, Peternakan, dan Budidaya Ikan Tabel 5. Analisis Klaster Produk Pertanian, Peternakan, dan Budidaya Ikan

No No Sub Sub SistemSistem

Kegiatan yang sudahKegiatan yang sudah
dilaksanakandilaksanakan

Isu strategis Isu strategis (permasalahan),(permasalahan),
kebutuhan, pihak terkaitkebutuhan, pihak terkait

PihakPihak
PelaksanaPelaksana

KegiatKegiat
anan

MasalahMasalah

KegiatanKegiatan
YangYang

dibutuhkadibutuhka
nn

Pihak Pelaksana*)Pihak Pelaksana*)

Internal EksternalInternal Eksternal

(1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (8)(8)

11

PrasaranaPrasarana
(lahan, jalan,(lahan, jalan,
bangunan pabrik,bangunan pabrik,
kandang, kolamkandang, kolam
ikan, dll)ikan, dll)

22

BudidayaBudidaya
(teknologi(teknologi
budidaya, pupuk,budidaya, pupuk,
pestisida, pakanpestisida, pakan
ternak/ikan, SDMternak/ikan, SDM
budidaya, dll)budidaya, dll)

33

PengolahanPengolahan
(teknologi(teknologi
pengolahan,pengolahan,
mesin/peralatanmesin/peralatan
pengolahan, SDMpengolahan, SDM
pengolahan)pengolahan)

44

PemasaranPemasaran(sarana(sarana
pemasaran,pemasaran,
teknologiteknologi
pemasaran,pemasaran,
promosi, SDMpromosi, SDM
pemasaran, dll)pemasaran, dll)

55

KelembagaanKelembagaan
(BUM Desa,(BUM Desa,
kelompokkelompok
tani/kelompoktani/kelompok
pembudidayapembudidaya
ikan, dll)ikan, dll)

KeteranganKeterangan
*) *) : : Skala Skala kewenangan kewenangan Desa Desa dilaksanakan dilaksanakan oleh oleh Desa.Desa.
**) **) : : Contoh Contoh pihak pihak pelaksana pelaksana dari dari Desa/kawasan Desa/kawasan perdesaan: perdesaan: pelaku pelaku usaha, usaha, kelompokkelompok

tani, Gapoktan, BUM Desa, Pemerintah Desa, Pengelola Kawasan.tani, Gapoktan, BUM Desa, Pemerintah Desa, Pengelola Kawasan.

***) ***) : : Contoh Contoh pihak pihak pelaksana pelaksana dari dari luar luar Desa/kawasan: Desa/kawasan: Perusahaan, Perusahaan, DinasDinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum.Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum.
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 Tabel 6. Analisis Klaster Produk Ikan Tangkap Tabel 6. Analisis Klaster Produk Ikan Tangkap

No No Sub Sub SistemSistem

Kegiatan yang sudahKegiatan yang sudah
dilaksanakandilaksanakan

Isu strategis (permasalahan),Isu strategis (permasalahan),
kebutuhan, pihak terkaitkebutuhan, pihak terkait

PihakPihak
PelaksanaPelaksana

KegiatanKegiatan
MasalMasal

ahah

KegiatanKegiatan
YangYang

dbutuhkadbutuhka

nn

PihakPihak
Pelaksana*)Pelaksana*)

InternIntern
alal

EksterEkster
nalnal

(1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (8)(8)

1 Prasarana1 Prasarana

(kawasan tangkap)(kawasan tangkap)

2 Penangkapan2 Penangkapan

(kapal ikan, peralatan(kapal ikan, peralatan
penangkapan,penangkapan,

teknologiteknologi
penangkapan, SDM)penangkapan, SDM)

3 Pengolahan3 Pengolahan
(teknologi pengolahan,(teknologi pengolahan,
mesin/ peralatanmesin/ peralatan
pengolahan, SDMpengolahan, SDM
pengolahan)pengolahan)

4 Pemasaran4 Pemasaran
(sarana pemasaran,(sarana pemasaran,

teknologi pemasaran,teknologi pemasaran,
promosi, SDMpromosi, SDM
pemasaran, dll)pemasaran, dll)

5 Kelembagaan5 Kelembagaan
(BUM Desa, kelompok(BUM Desa, kelompok

nelayan/petani ikan)nelayan/petani ikan)

KeteranganKeterangan  

*)*)   : : Skala Skala kewenangan kewenangan Desa Desa dilaksanakan dilaksanakan oleh oleh Desa.Desa.
**)**)  : Contoh pihak pelaksana dari Desa/kawasan: pelaku usaha, kelompok  : Contoh pihak pelaksana dari Desa/kawasan: pelaku usaha, kelompok

nelayan/petani ikan, kelompok tani, Gapoktan, BUM Desa, Pemerintah Desa,nelayan/petani ikan, kelompok tani, Gapoktan, BUM Desa, Pemerintah Desa,

Pengelola Kawasan.Pengelola Kawasan.
***)***)   : : Contoh Contoh pihak pihak pelaksana pelaksana dari dari luar luar Desa/kawasan: Desa/kawasan: Perusahaan, Perusahaan, DinasDinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum.Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum.
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 Tabel 7. Analisis Klaster Produk Industri Rumah Tangga Tabel 7. Analisis Klaster Produk Industri Rumah Tangga

No No Sub Sub SistemSistem

KegiatanKegiatan

 yang sudah yang sudah
dilaksanakandilaksanakan

Isu strategis (permasalahan),Isu strategis (permasalahan),
kebutuhan, pihak terkaitkebutuhan, pihak terkait

PihakPihak
PelaksanaPelaksana

Kegiatan MasalahKegiatan Masalah

KegiatanKegiatan

YangYang
dibutuhdibutuh

kankan

PihakPihak
Pelaksana*)Pelaksana*)

InternIntern
alal

EksterEkster
nalnal

(1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (8)(8)

1 Prasarana1 Prasarana
(lahan, bangunan(lahan, bangunan
pabrik)pabrik)

2 Sarana2 Sarana

(misal: bahan(misal: bahan
baku, mesin)baku, mesin)

3 Prosessing3 Prosessing
(contoh: teknologi,(contoh: teknologi,
SDM, Gudang)SDM, Gudang)

4 Pemasaran4 Pemasaran
(sarana(sarana

pemasaran,pemasaran,

teknologiteknologipemasaran,pemasaran,
promosi, SDMpromosi, SDM

Pemasaran, dll)Pemasaran, dll)

5 Kelembagaan5 Kelembagaan

Keterangan:Keterangan:
*)*)   : : Skala Skala kewenangan kewenangan Desa Desa dilaksanakan dilaksanakan oleh oleh Desa.Desa.
**)**)   : : Contoh Contoh pihak pihak pelaksana pelaksana dari dari Desa/kawasan: Desa/kawasan: pelaku pelaku usaha, usaha, kelompok kelompok pengrajin,pengrajin,

kelompok tani, Gapoktan, BUM Desa, Pemerintah Desa, Pengelola Kawasan.kelompok tani, Gapoktan, BUM Desa, Pemerintah Desa, Pengelola Kawasan.
***)***)   : : Contoh Contoh pihak pihak pelaksana pelaksana dari dari luar luar Desa/kawasan: Desa/kawasan: Perusahaan, Perusahaan, DinasDinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum.Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum.
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 Tabel 8. Analisis Klaster Produk Wisata Tabel 8. Analisis Klaster Produk Wisata

No No Sub Sub SistemSistem

KegiatanKegiatan

 yang sudah yang sudah
dilaksanakandilaksanakan

Isu strategis (permasalahan),Isu strategis (permasalahan),
kebutuhan, pihak terkaitkebutuhan, pihak terkait

PihakPihak

PelaksanaPelaksana
Kegiatan MasalahKegiatan Masalah

KegiatanKegiatan
YangYang

dbutuhkadbutuhka

nn

PihakPihak

Pelaksana*)Pelaksana*)

InternInternalal eksterneksternalal

(1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (8)(8)

1 1 Destinasi Destinasi (atraksi)(atraksi)

2 Amenities2 Amenities
(fasilitas/ sarpras)(fasilitas/ sarpras)

3 3 Ancillary Ancillary ServicesServices

(layanan(layanan
tambahan)tambahan)

4 Aksessibilitas4 Aksessibilitas
(jalan, sarana(jalan, sarana

transportasi,transportasi,promosi)promosi)

5 Kesadaran5 Kesadaran

MasyarakatMasyarakat

6 Pengelolaan/6 Pengelolaan/
Lembaga PengelolaLembaga Pengelola

(BUM Desa,(BUM Desa,
Pokdarwis)Pokdarwis)

7 7 Pemandu Pemandu WisataWisata

KeteranganKeterangan
*) *) : : Skala Skala kewenangan kewenangan Desa Desa dilaksanakan dilaksanakan oleh oleh Desa.Desa.

**) **) : : Contoh Contoh pihak ppihak pelaksana delaksana dari ari Desa/kawasan: Desa/kawasan: pelaku pelaku usaha, Pokdarwusaha, Pokdarwis, is, BUM BUM Desa,Desa,
Pemdes, Pengelola Kawasan.Pemdes, Pengelola Kawasan.

***) ***) : : Contoh Contoh pihak pihak pelaksana pelaksana dari dari luar luar Desa/kawasanDesa/kawasan: : Dinas Dinas PemberdayaanPemberdayaan
Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan,Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan,
Dinas Koperasi dan UMKM, Perusahaan.Dinas Koperasi dan UMKM, Perusahaan.
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 Tabel 9. Analisis Klaster Layanan Pendukung Tabel 9. Analisis Klaster Layanan Pendukung

No No Sub Sub SistemSistem

KegiatanKegiatan

 yang sudah yang sudah
dilaksanakandilaksanakan

Isu strategis (permasalahan),Isu strategis (permasalahan),
kebutuhan, pihak terkaitkebutuhan, pihak terkait

PihakPihak
PelaksanaPelaksana

KegiatanKegiatan
MasalaMasala

hh

KegiatanKegiatan
YangYang

dbutuhkadbutuhka

nn

PihakPihak
Pelaksana*)Pelaksana*)

InternIntern

alal

EksterEkster

nalnal

(1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (8)(8)

1 Pendidikan1 Pendidikan

2 Kesehatan2 Kesehatan

3 Energi3 Energi

4 Infrastruktur4 Infrastruktur

5 Transportasi5 Transportasi

KeteranganKeterangan
*)*) : : Skala Skala kewenangan kewenangan Desa Desa dilaksanakan dilaksanakan oleh oleh Desa.Desa.
**)**)   : : Contoh Contoh pihak pihak pelaksana pelaksana dari dari Desa/kawasan: Desa/kawasan: pelaku pelaku usaha,usaha,
BUM Desa, Pemerintah Desa, Pengelola Kawasan.BUM Desa, Pemerintah Desa, Pengelola Kawasan.
***)***)  : : Contoh Contoh pihak pihak pelaksana pelaksana dari dari luar luar Desa/kawasan: Desa/kawasan: DinasDinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum, DinasPemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, PDAM, PLN, Dinas Perhubungan,Pendidikan, Dinas Kesehatan, PDAM, PLN, Dinas Perhubungan,
Perusahaan.Perusahaan.

Penentuan komoditas unggukan kawasan perdesaan juga perluPenentuan komoditas unggukan kawasan perdesaan juga perlu
memperhatikanmemperhatikan appreciative inquiry appreciative inquiry   yaitu menentukan komoditas  yaitu menentukan komoditas
unggulan berbasis kekuatan dari kawasan tersebut melihat dari 9 kriteriaunggulan berbasis kekuatan dari kawasan tersebut melihat dari 9 kriteria

 yang meliputi: yang meliputi:
1)1)   Ketersediaan Bahan Baku: diutamakan bahan baku yang digunakanKetersediaan Bahan Baku: diutamakan bahan baku yang digunakan

berasal dari kawasan perdesaan tersebut agar tidak menimbulkanberasal dari kawasan perdesaan tersebut agar tidak menimbulkan
ketergantungan terhadap kawasan lain;ketergantungan terhadap kawasan lain;

2)2)   Ketersediaan SDM: kesetersediaan sumber daya manusia yangKetersediaan SDM: kesetersediaan sumber daya manusia yang
kompeten faktor utama dalam pengembangan produk unggulankompeten faktor utama dalam pengembangan produk unggulan
sehingga perlu didorong adanya Balai Pelatihan dan Pendidikansehingga perlu didorong adanya Balai Pelatihan dan Pendidikan

Kejuruan yang mendukung pengolahan produk unggulan;Kejuruan yang mendukung pengolahan produk unggulan;

3)3)   Ketersediaan Sarana dan Prasarana: sarana dan prasarana sepertiKetersediaan Sarana dan Prasarana: sarana dan prasarana seperti
 jalan,  jalan, sarpras sarpras pengolahan, pengolahan, hingga hingga IT IT harus harus tersedia tersedia untukuntuk
mendukung kegiatan pengembangan komoditas unggulan;mendukung kegiatan pengembangan komoditas unggulan;

4)4)   Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang: perlu diperhatikanPasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang: perlu diperhatikan
apakah produk tersebut dibutuhkan oleh pasar dalam waktu yangapakah produk tersebut dibutuhkan oleh pasar dalam waktu yang
lama, ataukan hanya tren sesaat;lama, ataukan hanya tren sesaat;

5)5)   Pasar Domestik dan Ekspor: produk unggulan memiliki nilai jual danPasar Domestik dan Ekspor: produk unggulan memiliki nilai jual dan
berdaya saing baik di tingkat lokal, regional dan berdaya saing baik di tingkat lokal, regional dan internasional;internasional;

6)6)   Keterlibatan UMKM: pemanfaatan masyarakat lokal yang tergabungKeterlibatan UMKM: pemanfaatan masyarakat lokal yang tergabung
dalam UMKM akan membuka banyak lapangan pekerjaan;dalam UMKM akan membuka banyak lapangan pekerjaan;

7)7)   Kesesuaian dengan Regulasi: pengembangan produk unggulanKesesuaian dengan Regulasi: pengembangan produk unggulan
harus mempertimbangkan kesesuaian lahan dan peruntukkan lahanharus mempertimbangkan kesesuaian lahan dan peruntukkan lahan
 yang ada di kawasan perdesaan; yang ada di kawasan perdesaan;

8)8)   Aspek Lingkungan: pengembangan produk yang diunggulkan harusAspek Lingkungan: pengembangan produk yang diunggulkan harus
ramah lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan;ramah lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan;
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9)9)   Lamanya Masyarakat dalam Melakukan Usaha: kegiatanLamanya Masyarakat dalam Melakukan Usaha: kegiatan
pengembangan produk unggulan merupakan kegiatan yang sudahpengembangan produk unggulan merupakan kegiatan yang sudah
membudaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di kawasanmembudaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di kawasan
perdesaan.perdesaan.

f. f. Analisis Analisis Skala Skala PrioritasPrioritas

Analisis skala prioritas dimaksudkan untuk menentukan prioritasAnalisis skala prioritas dimaksudkan untuk menentukan prioritas
kegiatan dalam pengembangan kawasan perdesaan. Analisis prioritaskegiatan dalam pengembangan kawasan perdesaan. Analisis prioritas
dilakukan dengan menggunakan Tabel 4.7 (Indikator, Kriteria dan Skordilakukan dengan menggunakan Tabel 4.7 (Indikator, Kriteria dan Skor

dalam Penilaian Prioritas Kegiatan) dan Tabel 4.8 (Analisis Skaladalam Penilaian Prioritas Kegiatan) dan Tabel 4.8 (Analisis Skala
Prioritas).Prioritas).

Skala prioritas dinilai dari empat indikator yaitu (1) urgensi, (2) cakupanSkala prioritas dinilai dari empat indikator yaitu (1) urgensi, (2) cakupan
dampak, (3) kepemilikan/kesiapan sumberdaya, dan (4) lembagadampak, (3) kepemilikan/kesiapan sumberdaya, dan (4) lembaga

pengelola. Sumberdaya terdiri atas sumber daya alam (SDA) dan sumberpengelola. Sumberdaya terdiri atas sumber daya alam (SDA) dan sumber
daya manusia (SDM). Penilaian masing-masing indikator dengan kriteriadaya manusia (SDM). Penilaian masing-masing indikator dengan kriteria
dalam Tabel 4.7.dalam Tabel 4.7.

Skala prioritas ditetapkan berdasarkan jumlah skor atau nilai, denganSkala prioritas ditetapkan berdasarkan jumlah skor atau nilai, dengan
ketentuan:ketentuan:

1)1)   Skala Skala prioritas prioritas 1 1 : : jumlah jumlah skor skor 9 9 - - 1010
2)2)   Skala Skala prioritas prioritas 2 2 : : jumlah jumlah skor skor 7 7 - - 88

3)3)   Skala Skala prioritas prioritas 3 3 : : jumlah jumlah skor skor 55 –  –  6 6
4)4)    Tidak prioritas Tidak prioritas : j: jumlah skumlah skor or ≤ ≤ 44  

 Tabel 10. Indikator, Kriteri Tabel 10. Indikator, Kriteria, dan Skor dalam Penilaian Prioritas Kegiatana, dan Skor dalam Penilaian Prioritas Kegiatan

No No Indikator Indikator Kriteria Kriteria Skor/nilaiSkor/nilai

1 1 Urgensi Urgensi Tidak Tidak mendesak mendesak 00

Mendesak 1Mendesak 1

Sangat Sangat mendesak mendesak 22

2 2 Cakupan Cakupan dampak dampak pada pada masyarakat masyarakat Sangat Sangat kecil kecil (< (< 5%) 5%) 00

Kecil Kecil (5-50%) (5-50%) 11

Besar/luas Besar/luas (>50%) (>50%) 22

3 3 Kepemilikan Kepemilikan Sumber Sumber DayaDaya

a.a.   Sumber Sumber Daya Daya Alam Alam Tidak Tidak punya punya 00

Dalam Dalam proses proses 11

Memiliki 2Memiliki 2
b.b.   Sumber Sumber Daya Daya Manusia Manusia Tidak Tidak Siap Siap 00

Persiapan/dalam Persiapan/dalam proses proses 11

Siap 2Siap 2

4 4 Lembaga Lembaga Pengelola Pengelola Tidak Tidak Siap Siap 00

Dalam Dalam proses proses 11

Siap 2Siap 2
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Urutan prioritas dimulai dari kegiatan yang memiliki skala prioritasUrutan prioritas dimulai dari kegiatan yang memiliki skala prioritas
paling tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:paling tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
a.a.   Apabila ada dua atau lebih kegiatan yang memiliki skala prioritasApabila ada dua atau lebih kegiatan yang memiliki skala prioritas

sama, maka kegiatan dengan jumlah skor lebih tinggi lebihsama, maka kegiatan dengan jumlah skor lebih tinggi lebih

diprioritaskan.diprioritaskan.
b.b.   Apabila ada dua atau lebih kegiatan memiliki jumlah skor sama,Apabila ada dua atau lebih kegiatan memiliki jumlah skor sama,

maka kegiatan dengan skor urgensi lebih besar yang diprioritaskan.maka kegiatan dengan skor urgensi lebih besar yang diprioritaskan.
c.c.   Apabila ada dua atau lebih kegiatan memiliki jumlah skor sama danApabila ada dua atau lebih kegiatan memiliki jumlah skor sama dan

memiliki skor urgensi sama, maka kegiatan dengan kebutuhan biayamemiliki skor urgensi sama, maka kegiatan dengan kebutuhan biaya

lebih sedikit yang diprioritaskan.lebih sedikit yang diprioritaskan.

 Tabel 11. Analisis Skala Prioritas Tabel 11. Analisis Skala Prioritas

NoNo

Produk/Produk/

LayananLayanan
PendukungPendukung

RencanaRencana
KegiatanKegiatan

Nilai PrioritasNilai Prioritas
SkalaSkala

PrioritasPrioritas

UrgensiUrgensi
CakupanCakupan
DampakDampak

NilaiNilai
KepemilikanKepemilikan
Sumber DayaSumber Daya

LembagaLembaga
 Jumlah Jumlah

NilaiNilai

SDA SDMSDA SDM

(1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (8) (7) (8) (9) (9) (10)(10)

11

22

33

g. g. Penyusunan Penyusunan Matriks Matriks Rencana Rencana KegiatanKegiatan
Penyusunan rencana kegiatan disusun dalam bentuk matriks yangPenyusunan rencana kegiatan disusun dalam bentuk matriks yang

memuat para pihak, kegiatan, lokasi (desa), volume, pagu anggaran danmemuat para pihak, kegiatan, lokasi (desa), volume, pagu anggaran dan
sumber pendanaan, waktu pelaksanaan, dan indikator capaian. Sesuaisumber pendanaan, waktu pelaksanaan, dan indikator capaian. Sesuai

dengan pasal 124 ayat (3) sampai dengan ayat (9) Peraturan Pemerintahdengan pasal 124 ayat (3) sampai dengan ayat (9) Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 maka:Nomor 47 Tahun 2015 maka:

1)1)   Bupati/walikota dapat mengusulkan rancangan programBupati/walikota dapat mengusulkan rancangan program
pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telahpembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah
ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melaluiditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui

gubernur.gubernur.
2)2)   Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dariProgram pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintahkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah
daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerahdaerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah
kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunankabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunan
kawasan perdesaan.kawasan perdesaan.

3)3)   Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dariProgram pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari
Pemerintah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP.Pemerintah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP.

4)4)   Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dariProgram pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari
pemerintah daerah provinsi dicantumkan dalam RPJMD provinsipemerintah daerah provinsi dicantumkan dalam RPJMD provinsi
dan RKPD provinsi.dan RKPD provinsi.

5)5)   Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dariProgram pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari
pemerintah daerah kabupaten/kota dicantumkan dalam RPJMDpemerintah daerah kabupaten/kota dicantumkan dalam RPJMD
kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.

6)6)
  

Bupati/walikota melakukan sosialisasi program pembangunanBupati/walikota melakukan sosialisasi program pembangunankawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badankawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.
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7)7)   Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa diPembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa di
tugaskan pelaksanaannya kepada Desa.tugaskan pelaksanaannya kepada Desa.  
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 Tabel 12. Contoh Matriks Rencana  Tabel 12. Contoh Matriks Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan PerKegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaandesaan

NoNo
ParaPara
PihakPihak

KegiatanKegiatan

LokaLoka
sisi

(Des(Des
a)a)

VolumeVolume
 Tahun Ke- Tahun Ke-

SatuaSatua
nn

 Jumlah Dana Jumlah Dana
 Tahun Ke- Tahun Ke-

(Juta Rupiah)(Juta Rupiah)

SumbSumb
erer

DanaDana

Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan
 Tahun Ke- Tahun Ke-

Capaian KinerjaCapaian Kinerja

IndikatorIndikator
CapaianCapaian

KondisiKondisi
KinerjaKinerja
AwalAwal

PeriodePeriode
RPKPRPKP

 Target Kinerja Ta Target Kinerja Tahunhun
Ke-Ke-

KondisiKondisi
Kinerja AkhirKinerja Akhir
Periode RPKPPeriode RPKP

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Total Total 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Total Total 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 55

11

22

33

44
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h.h.   Penyusunan Kerangka Model SinergismePenyusunan Kerangka Model Sinergisme
Model sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) merupakanModel sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) merupakan

kerangka atau formulasi yang merepresentasikan sistem sinergismekerangka atau formulasi yang merepresentasikan sistem sinergismeberupa rangkaian pihak-pihak PKP yang terstruktur dalam klaster danberupa rangkaian pihak-pihak PKP yang terstruktur dalam klaster dan

antar klaster produk yang saling bekerjasama secara antar klaster produk yang saling bekerjasama secara teratur dari hulu keteratur dari hulu ke
hilir; untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan perdesaan.hilir; untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan perdesaan.

Model memuat 1) pelaksana kegiatan yang tersistem dari huModel memuat 1) pelaksana kegiatan yang tersistem dari hulu ke hilir, 2)lu ke hilir, 2)
tujuan pembangunan kawasan dan sasaran masing-masing klaster, 3)tujuan pembangunan kawasan dan sasaran masing-masing klaster, 3)
pimpinan kolaborasi, dan koordinator kolaborasi. Tiap klasterpimpinan kolaborasi, dan koordinator kolaborasi. Tiap klaster

dikoordinasikan oleh OPD yang berkompeten. Contoh format modeldikoordinasikan oleh OPD yang berkompeten. Contoh format model
sinergisme PKP disajikan dalam Gambar 6.sinergisme PKP disajikan dalam Gambar 6.

Gambar 6. Contoh Format Model Sinergisme PKPGambar 6. Contoh Format Model Sinergisme PKP
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Model sinergisme harus disepakati oleh para pihak yaitu pemerintah,Model sinergisme harus disepakati oleh para pihak yaitu pemerintah,

pemerintah daerah, dan pemerintah desa, serta Badan Usaha Milik Desapemerintah daerah, dan pemerintah desa, serta Badan Usaha Milik DesaBersama. Kesepakatan dituangkan dalam berita acara yangBersama. Kesepakatan dituangkan dalam berita acara yang

ditandatangani oleh perwakilan masing-masing.ditandatangani oleh perwakilan masing-masing.

i.i.   Sistematika Dokumen RPKPSistematika Dokumen RPKP
Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan PerdesaanSistematika Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
(RPKP) adalah sebagai berikut:(RPKP) adalah sebagai berikut:

1)1)   BAB I PENDAHULUANBAB I PENDAHULUAN
A.A.   Latar BelakangLatar Belakang

B.B.    Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan
C.C.   Landasan HukumLandasan Hukum

2)2)   BAB II DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAANBAB II DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN
A.A.   Fisik Dasar Lahan dan LingkunganFisik Dasar Lahan dan Lingkungan
B.B.   EkonomiEkonomi

C.C.   Kependudukan dan Sosial BudayaKependudukan dan Sosial Budaya

D.D.   Sarana dan PrasaranaSarana dan Prasarana
E.E.   KelembagaanKelembagaan
F.F.   Perkembangan Desa (IDM)Perkembangan Desa (IDM)

3)3)   BAB III DELINEASI DAN POTENSI PRODUK KAWASAN PERDESAANBAB III DELINEASI DAN POTENSI PRODUK KAWASAN PERDESAAN
A.A.   Delineasi kawasan PerdesaanDelineasi kawasan Perdesaan
B.B.   Potensi produk kawasan perdesaanPotensi produk kawasan perdesaan

4)4)   BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASISBAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS
PRODUK UNGGULAN DAN PENDUKUNGPRODUK UNGGULAN DAN PENDUKUNG
A.A.   Penetapan Produk Unggulan dan Produk PendukungPenetapan Produk Unggulan dan Produk Pendukung
B.B.    Tujuan dan Sasaran Klaster Tujuan dan Sasaran Klaster
C.C.   Analisis Klaster Unggulan dan PendukungAnalisis Klaster Unggulan dan Pendukung
D.D.   Analisis Skala Prioritas KegiatanAnalisis Skala Prioritas Kegiatan
E.E.   Rencana KegiatanRencana Kegiatan

5)5)   BAB V PENUTUPBAB V PENUTUP



Dokumen RPKP ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota berlakuDokumen RPKP ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota berlaku
selama 5 (lima) tahun dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi danselama 5 (lima) tahun dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Pusat. Dokumen RPKP akan menjadi dasar didalamPemerintah Pusat. Dokumen RPKP akan menjadi dasar didalam
pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan.pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan.

 j. j.   Penetapan RPKPPenetapan RPKP
Dokumen RPKP disusun menurut sistematika Rrancangan RencanaDokumen RPKP disusun menurut sistematika Rrancangan Rencana

Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang telah dijelaskan padaPembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang telah dijelaskan pada
subbab 4.6. Masukan yang muncul pada forum konsultasi rancangansubbab 4.6. Masukan yang muncul pada forum konsultasi rancangan

RPKP menjadi dasar perbaikan substansi RPKP, sedangkan berita acaraRPKP menjadi dasar perbaikan substansi RPKP, sedangkan berita acara
forum konsultasi rancangan RPKP turut dilampirkan dalam perbaikanforum konsultasi rancangan RPKP turut dilampirkan dalam perbaikan
RPKP. Setelah dilakukan penyempurnaan rancangan RPKP, makaRPKP. Setelah dilakukan penyempurnaan rancangan RPKP, maka

selanjutnya RPKP diajukan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkanselanjutnya RPKP diajukan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sementara RPKP belum dapatdalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sementara RPKP belum dapat

ditetapkan dalam Perda, RPKP dapat ditetapkan dengan Peraturanditetapkan dalam Perda, RPKP dapat ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota.Bupati/Walikota.
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BAB VBAB V
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan olehtentang Desa mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desamelalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa

dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaandengan mengikutsertakan masyarakat Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan
 yang dilakukan oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah , Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah DaerahProvinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber dayaKabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya

alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa danalam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan
masyarakat Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desamasyarakat Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa

wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antarDesa.wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antarDesa.
Dokumen RPKP yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai acuanDokumen RPKP yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai acuan
pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan wajib disosialisasikan kepadapelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan wajib disosialisasikan kepada
pemerintah desa dan masyarakat desa. Sosialisasi dilaksanakan oleh pemerintahpemerintah desa dan masyarakat desa. Sosialisasi dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota melalui OPD terkait.kabupaten/kota melalui OPD terkait.

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah, PemerintahPembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan/atau BUM DesaProvinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa
Bersama dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Pembangunan tersebut yangBersama dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Pembangunan tersebut yang
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dandilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber dayapihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya
manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
1.1.   Pelaksana Pembangunan Kawasan PerdesaanPelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dibagi menjadi 2 (dua)Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dibagi menjadi 2 (dua)
berdasarkan skala kewenangan yang terdiri atas:berdasarkan skala kewenangan yang terdiri atas:
a.a.   Pembangunan Berskala Lokal DesaPembangunan Berskala Lokal Desa

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan PemerintahanDesa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan KemasyarakatanDesa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan
Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsaDesa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Selain itu Desa jugamasyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Selain itu Desa juga



y j gy j g

memiliki kewenangan lokal untuk mengatur dan mengurus kepentinganmemiliki kewenangan lokal untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektifmasyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dandijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan
prakasa masyarakat Desa.prakasa masyarakat Desa.

Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wajibPembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wajib
diserahkan pelaksanaannya kepada Desa sebagai upaya peningkatandiserahkan pelaksanaannya kepada Desa sebagai upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraankualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa.masyarakat Desa.
b.b.   Pembangunan Berskala KawasanPembangunan Berskala Kawasan

Pembangunan berskala kawasan perdesaan dilaksanakan olehPembangunan berskala kawasan perdesaan dilaksanakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuaiKabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai
dengan skala kewenangan masing-masing. Pemerintah dan/ataudengan skala kewenangan masing-masing. Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan kepada daerahPemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan kepada daerah

kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaankabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan
berdasarkan asas tugas pembantuan.berdasarkan asas tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan kegiatan, OPD terkait wajib melibatkan PemerDalam melaksanakan kegiatan, OPD terkait wajib melibatkan Pemerintahintah
Desa dan masyarakat dalam hal:Desa dan masyarakat dalam hal:
1)1)   Memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatanMemberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan

pembangunan kawasan perdesaan;pembangunan kawasan perdesaan;
2)2)   Memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakatiMemfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati

pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; danpendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
3)3)   Mengembangkan mekanisme penanganan perselisihanMengembangkan mekanisme penanganan perselisihan

sosial/resolusi konflik.sosial/resolusi konflik.
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2.2.   PendanaanPendanaan
Sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dapatSumber dana untuk pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dapat

bersumber dari:bersumber dari:a)a)   Dana Pemerintah, meliputi:Dana Pemerintah, meliputi:

1)1)   Dana dari Pemerintah Desa, yaitu bagian dari AnDana dari Pemerintah Desa, yaitu bagian dari Anggaran Pendapatanggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes);dan Belanja Desa (APBDes);

2)2)   Dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu bagian dariDana dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu bagian dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OPDAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OPD
Kabupaten/Kota;Kabupaten/Kota;

3)3)   Dana dari Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu bagian dari AnggaranDana dari Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu bagian dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OPD Provinsi;Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OPD Provinsi;

4)4)   Dana dari Pemerintah, yaitu bagian dari Anggaran Pendapatan danDana dari Pemerintah, yaitu bagian dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Kementerian/Lembaga.Belanja Negara (APBN) Kementerian/Lembaga.

b)b)   Dana Non-PemerintahDana Non-Pemerintah
Dana non-pemerintah dapat berupa dana swadaya masyarakat, swasta,Dana non-pemerintah dapat berupa dana swadaya masyarakat, swasta,

maupun pihak lainnya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikatmaupun pihak lainnya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan. Dana dapatsesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan. Dana dapat
berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang pelaksanaannyaberasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang pelaksanaannya
sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaannya melalui koordinasisesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaannya melalui koordinasi

antara pihak pemberi dana dan Tim Pengelola Kawasan Perdesaan,antara pihak pemberi dana dan Tim Pengelola Kawasan Perdesaan,
tergantung kesepakatan dengan pihak pemberi dana.tergantung kesepakatan dengan pihak pemberi dana.
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BAB VIBAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORANPEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaanPemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan
dilakukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian hasil dan kendala yangdilakukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian hasil dan kendala yang

dijumpai dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dandijumpai dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dan
Rencana Kegiatan Tahunannya. Hasil pemantauan dan evaluasi disajikan dalamRencana Kegiatan Tahunannya. Hasil pemantauan dan evaluasi disajikan dalam
bentuk laporan yang digunakan sebagai referensi penyusunan rencana danbentuk laporan yang digunakan sebagai referensi penyusunan rencana dan

pelaksanaan pada periode berikutnya. Laporan disusun setiap tiga bulan danpelaksanaan pada periode berikutnya. Laporan disusun setiap tiga bulan dan
dievaluasi setiap satu tahun sekali.dievaluasi setiap satu tahun sekali.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan oleh TKPKPPemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan oleh TKPKP
Kabupaten/Kota dengan melibatkan Kepala Desa dan BKAD dengan menggunakanKabupaten/Kota dengan melibatkan Kepala Desa dan BKAD dengan menggunakan

pengukuran indikator perkembangan kawasan perdesaan sesuai denganpengukuran indikator perkembangan kawasan perdesaan sesuai dengan
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiKeputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 63 Tahun 2022 tentang Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan. HasilNomor 63 Tahun 2022 tentang Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan. Hasil

monitoring, evaluasi, dan pelaporan disampaikan kepada Bupati/Walikota. Apabilamonitoring, evaluasi, dan pelaporan disampaikan kepada Bupati/Walikota. Apabila

terdapat pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi dan/atau APBN makaterdapat pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi dan/atau APBN maka
Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur dan/atau Menteri. Hal-Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur dan/atau Menteri. Hal-
hal yang dilakukan monitoring dan evaluasi antara lain:hal yang dilakukan monitoring dan evaluasi antara lain:

1.1.   Realisasi kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;Realisasi kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;
2.2.   Pencapaian sasaran kluster produk unggulan dan pendukung;Pencapaian sasaran kluster produk unggulan dan pendukung;
3.3.   Pencapaian Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP);Pencapaian Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP);

4.4.   Permasalahan dan rencana tindak lanjut.Permasalahan dan rencana tindak lanjut.  

MENTERI DESA,MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASIDAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,REPUBLIK INDONESIA,
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